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MOTTO

Hendaklah pikiran anda selalu terbuka terhadap perubahan.
Sambutlah dan rangkullah perubahan itu. Hanya dengan
mempertimbangkan dan mempertimbangkan ulang pendapat

dan pemikiran anda, anda dapat maju.

(Dale Carnegie)

Pemimpin dalam diri anda, spektrum 1996 hal 1.
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RINGKASAN

Perkara yang dihadapkan dimuka pengadilan tidak selamanya memberikan
suatu putusan atau penetapan yang memuaskan semua pihak, perkara tertentu
dapat menyebabkan adanya pihak lain yang tidak turut dalam pihak-pihak yang
berperkara terkadang terkena imbas dari suatu putusan tersebut.

Dalam mempertahankan hak pihak yang tidak turut dalam pihak tersebut,
timbulah suatu perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada
pengadilan yang telah memberikan putusan atau penetapan yang dianggap
merugikan pihak ketiga tersebut. Perlawanan tidak diatur dalam KUHPerdata,
dalam RV suatu perlawanan diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara
tersebut dan telah merugikan pihak ketiga atas suatu objek perkara.

Kurangnya aturan tentang perlawanan ini, menyebabkan tidak adanya suatu
aturan yang memberikan hakim suatu standart yang membedakan dengan
pengajuan gugatan perdata pada umumnya

Melihat kenyataan yang ada maka akan dapat menimbulkan suatu
permasalahan  yaitu mengenai apakah alasan-alasan pthak ketiga dan
bagaimanakan prosedur pengajuan bantahan tersebut.

Penulis tertarik dalam mengkaji tentang perlawanan yang diajukan pihak
ketiga tersebut dikarenakan perlawanan yang diajukan pihak ketiga adalah hal
baru yang harus diberi suatu perhatian khusus, terutama dalam studi acara perdata.

Tujuan dani penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang alasan-
alasan pihak ketiga dan prosedur pengajuan perlawanan pada Pengadilan Negeri.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis
normatif vyaitu merupakan'pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan
tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, secara teori-teori hukum
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Metode yuridis normatif ini didukung juga oleh sumber data yang

diperoleh dari sumber data sekunder vaitu sumber data yang diperoleh dari

XI1



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

beberapa sumber berupa kepustakaan yaitu buku-buku, literatur-literatur, undang-

undang, kajian teori dan peraturan-peraturan yang secara umum mengatur dan

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

X1t
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perkara perdata timbul apabila terjadi pelanggaran hukum perdata
yang mengakibatkan kerugian satu pihak dan gangguan keseimbangan dalam
masyarakat. Tindakan untuk memperoleh perlindungan dari pengadilan dan
mempertahankan suatu hak dilakukan dengan cara yang diatur dalam hukum
formil atau hukum acara perdata, yaitu dengan mengajukan suatu tuntutan hak
kepada pengadilan yang kemudian akan memberikan penyelesaian  atau
pemecahannya.

Dalam hukum acara perdata pengajuan tuntutan hak kepada pengadilan
meliputi tiga tahapan yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap
pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju  kepada
penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan
peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusan, sedangkan
dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari putusan. (Sudikno

Mertokusumo, 1993:5).

Eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem
peradilan perdata oleh badan peradilan umum, berada diluar proses sengketa.
Hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari hukum acara perdata
yang terletak diujung proses penyelesaian perkara di pengadila yang juga
merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum
acara perdata.

Eksekusi pada prinsipnya sebagai tindakan paksa menjalankan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan pilihan
hukum apabila pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan atau memenuhi isi
putusan secara sukarela. Tujuannya tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan
menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa.

Pemimpin dan penanggung jawab eksekusi adalah Ketua Pengadilan Neger
dibantu oleh panitera atau juru sita. Putusan yang harus dieksekusi adalah

putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Makamah Agung dan

putusan-putusan badan-badan lain yang diserahkan kepada Pengadilan Neger.
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Seorang ketua pengadilan negeri harus siap dan menguasai masalah-masalah yang
terkandung dalam putusan yang dieksekusi mengingat pelaksanaan eksekusi
memerlukan bahan-bahan atau data-data yang sempurna termasuk juga mata
rantai dan prosedur formal yang akan dan sudah dilewati dalam persiapan
eksekusi. Dalam pasal 195 ayat (1) HIR disebutkan bahwa -

Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri dalam perkara yang pada

tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri adalah atas perintah dan

dengan pimpinan ketua pengadilan negeri vang pada tingkat pertama
memeriksa perkara itu

Jadi dalam hal biasa, ketua pengadilan negeri yang memutus suatu perkara
Juga akan memerintah dan memimpin pelaksanaan putusan. Terhadap pelaksanaan
cksekusi termasuk sita eksekusi, didalam praktek sering terjadi kesulitan.
Kesulitan tersebut timbul karena adanya berbagai alasan, salah satunya adalah
permintaan penundaan yang datang dari pihak ketiga.

Khusus mengenai perlawanan pihak ketiga (derden verzet), walaupun pada
asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak vang berperkara dan tidak
mengikat pihak ketiga (pasal 1917 KUH Perdata), tetapi apabila ada pihak ketiga
merasa haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan
perlawanan terhadap putusan tersebut (pasal 378 RV).

Penulis dalam kasus yang hendak dikaji ini, mencoba mengangkat suatu
permasalahan yang timbul didalam pelaksanaan sita eksekusi yang merugikan
pihak ketiga terhadap eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri Cibinong. Hal ini
didasarkan pada akta jual beli tanah bekas adat dan sertifikat tanah bekas tanah
yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak ketiga tersebut.

Perlawanan pihak ketiga (derden verzer) yang diajukan pada pengadilan
negeri, terdapat beberépa pendapat sarjana yang berbeda mengenai wewenang
memeriksa perkara bantahan atau perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi, dan
dalam menentukan kompentensi relatif suatu pengadilan negeri. Pada pengadilan
negeri yang memeriksa dan memutuskan perkara dan menjalankan eksekusi,
sehingga belum ditemukan suatu “Law Standart”, keterpaduan, kesamaan dan
keragaman landasan hukum (unified legal Jrame work), serta belum terbinanya

kesamaan dan keseragaman pandangan hukum (unified legal frame opinion.)
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Sehingga belum bisa ditegakkan kepastian hukum dalam kasus perlawanan,
padahal didalam praktek derden verzet telah menimbulkan berbagai permasalahan
dan frekuensi pengunaannya sebagai upaya menentang eksekusi semakin luas. (M.
Yahya Harahap, 1993: 11, 12).

Uraian di atas nampaklah bahwa seorang ketua pengadilan negeri dalam
melaksanakan salah satu tugas dan kewajibannya, yaitu sebagai pemimpin dan
pemegang  tanggung jawab eksekusi masih  harus dihadapkan berbagai
permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan adanya kekosongan
hukum baik undang-undang, petunjuk atau pedoman pelaksanaan dan juga
permasalahan perlawanan dari berbagai pihak, termasuk perlawanan dari pihak
ketiga sebagai upaya menentang eksekusi. Disatu sisi yang lain seorang ketua
pengadilan negeri dibatasi oleh wewenang vang dimilikinya, namun tindakan
yang diambil harus betuk-betul didasarkan pada alasan dan dasar-dasar yang
menurut hukum dan segi legalitas dapat dipertanggung jawabkan agar pihak
lawan yang telah menang tidak dirugikan atas tindakan tersebut.

Berdasar uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
membahasnya lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul
“PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI SUATU
PENGADILAN NEGERI” (PUTUSAN No. 23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn).

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan
dibahas, dirumuskan sebagai berikut :

I.  Apakah alasan-alasan pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap
eksekusi putusan pengadilan ?
2. Bagaimanakah prosedur perlawanan pihak ketiga terhadap suatu eksekusi ?

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan diatas, maka perlu adanya batasan
pengertian judul dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari  adanya pengertian-pengertian  yang menyimpang dari  pokok

permasalahan.
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Batasan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai

perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam mempertahankan haknya terhadap

eksekusi suatu putusan pengadilan negeri.

Selain itu, penulis juga berusaha memberikan penjelasan dari istilah-istilah

yang ada dalam batasan judul di atas, untuk lebih memudahkan pembaca

memahami kata-kata yang ada dalam skripsi ini. istilah-istilah vang perlu

dijelaskan antara lain :

d.

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan
membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab
kepada orang lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 1011).
Tindakan adalah perbuatan: sesuatu yvang dilaksanakan untuk
mengatasi sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 948).

Sita eksekusi merupakan penyitaan terhadap harta kekayaan tergugat
dan merupakan tahap lanjutan setelah dilakukan peringatan dimana
pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tampa
alasan yang sah. (M. Yahya Harahap, 1995: 60).

Perlawanan pihak ketiga merupakan salah satu upaya hukum luar
biasa adalah perlawanan dari orang vang semula bukan pihak dalam
perkara yang bersangkutan, karena ia merasa berkepentingan, karena
merasa bahwa barang yang dipersengketakan atau sedang disita
dalam perkara tersebut sesungguhnya bukan milik tergugat melainkan
miliknya. (M. Yahya Harahap, 1995: 289, 290).

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah bentuk perlawanan yang

dilakukan pihak ketiga atau tuntutan penundaan pelaksanaan terhadap eksekusi

suatu putusan pengadilan negeri.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

a.  Tujuan umum

Tujuan umum dalam penulisan ini mempunyai maksud yaitu :

l. sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
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2. digunakan sebagai penerapan Ilmu Pengetahuan khususnya
disiplin ilmu hukum yang telah didapatkan selama belajar di
bangku kuliah vang bersifat teoritis dan menggabungkannya
dengan kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat.
b.  Tujuan khusus
Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah
I. untuk mengetahui alasan-alasan pihak ketiga dalam pengajuan

perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan;

b

untuk mengetahui prosedur perlawanan terhadap suatu eksekusi
vang dilakukan pihak ketiga.
1.4 Metodologi

Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari,
mendekati masalah, dan mencapai sasaran. Adapun metode penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan
masalah secara yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah yang
mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan,
secara teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:9).
1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data
sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah sumber data tertulis yang meliputi
undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur-literatur yang
dijadikan landasan teoritis yang berkaitan dengan materi dan permasalahan skripsi
ini. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:68).
1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara studi literatur.
Studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan
dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur yvang tersedia di

kepustakaan maupun buku-buku umum, peraturan perundang-undangan atau
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tulisan yang dapat dijadikan landasan berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
(Soejono, 1995:14).
1.4.4  Analisis Data

Setelah data yang diperlukan ini terkumpul, maka selanjutnya disusun
secara sistematis dan teratur. Kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut
dengan memakai metode yuridis normatif, vaitu metode yang mengungkap data-
data atau fakta-fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian dianalisa menurut
landasan hukum yang berlaku dan berdasarkan teori-teori yang ada, sehingga akan
tampak permasalahannya vang pada akhirnya dapat ditemukan penyelesaiannya.
Kemudian ditarik suatu kesimpulan dan diberikan saran-saran untuk mengatasi
permasalahan yang ada. Setelah dilakukan analisis kemudian dilanjutkan dengan
melakukan pembahasan terhadap permasalahan. Akhirmnya untuk mengakhiri
tulisan ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu
menarik dan menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang

bersifat khusus. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).
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B e

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Berdasarkan surat bantahan tertanggal 9 Maret 2000 yang telah didaftarkan
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Maret 2000 dibawah
No.23/Pdt. Bth/2000/PN. Cbn antara lain mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
I. Nama : ARCENIUS SITUMORANG, Pekerjaan : TNI AU
(Purnawirawan). Alamat JI. D VI Rt.006/04 Kel. Kebon Baru
Kec. Tebet Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya disebut
PEMBANTAH L.
2. Nama : H. DJAUDIN TOTO, SH, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Gudang Peluru Blok Pemerintah No.382 Rt.009/003
Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan dan selanjutnya
disebut PEMBANTAH 1.
Nama : H. MASTUROH, Pekerjaan : Swasta, Alamat Kp. Bubulak
No. 30 Rt.03/05 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab.
Bogor Jawa Barat dan selanjutnya disebut PEMBANTAH I11.
4. Nama : HJ. ELLYFA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp.
Melayu Besar No. 52 Rt.006/009 Kel. Bukit Duri, Kec.Tebet
Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut PEMBANTAH 1V.
5. Nama : EDY SUPAKAT, Pekerjaan : Pegawai Negert Sipil, Alamat
JI. Raya Griya Wartawan No. 21 Rt.09/01, Kel Cipinang Muara,

LD

Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan untuk selanjutnya disebut
sebagai PEMBANTAH V.

MELAWAN :

I. Nama : UMAR Bin SAMID, Pekerjaan Dagang, Alamat : Kp. Pilar
Barat, Rt.05/Rw.06, Ds. Karang Asih Kec Cikarang Bekasi dan
selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH 1.
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7 Nama : SANUSI Bin SAMID, Pekerjaan : Tani, Alamat Ds. Cikuwul
Rt.O1/Rw.06 Ds. Karang Asih, Kec. Bantar Gebang Bekasi dan
selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH I1.

Nama : SANIH Binti SAMID, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Alamat Desa Bantar Gebang Rt.02/Rw.01, Kec Bantar Gebang
Bekasi dan selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH I11.

4. Nama : M. Ali Bin SAMID, Peckerjaan Pengemudi, Alamat Desa
Bantar Gebang Rt.O1/Rw.01, Kec. Bantar Gebang Bekasi dan
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH 1V.

o Nama : USMAN Bin SAMID, Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Bojong
Kulur Rt.02/Rw.11 Kec. Gunung Putri Bogor dan untuk
selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH V.

6. Nama : HJ. HALIMAH BINTI H. SOIT alias BULENG, TURO
BIN ADUN, TUING BIN H. SOIT alias BULENG, yang
semuanya beralamat : Desa Bojong Kulur, RT 09 / RW 05,

(%]

Dusun 2, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, vang
selanjutnya disebut PARA TURUT TERBANTAH.

Bahwa tanah para Pembantah yang terletak di Kp. Lembur Rt.018/08 saat
ini menjadi Rt.02/08 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor tercatat
masing-masing dengan Persil No. 20 Blok 010 kurang lebih seluas 4228 m? oleh
para Terbantah I, II, III, IV dan V selaku ahli waris dari SAMID Bin H.SOIT
BULENG Alm. telah dilakukan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn jo No.
27/Pdt.G/1999/PN.Cbn dilakukan Eksekusi Pengosongan tanggal 8 Desember
1999.

Bahwa para Pembantah dengan para Terbantah tidak pernah berperkara baik
sebagai pihak-pihak dalam Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn yang
diputus Verstek, dan yang dalam gugatan perkara No.27/Pdt.G/1999/PN.Cbn
maka tanah para Pembantah yang diletakkan Sita Eksekusi dan Eksekusi oleh para

Terbantah adalah salah obyek oleh karena baik batas-batas, luas dan obyek alamat
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dalam gugatan maupun dalam Penetapan tersebut tidak sama dengan tanah para
Pembantah.

Bahwa oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri cibinong
No.59/Pdt.G/Eks.Peng/1999/PN.Cbn tanggal 18 Nopember 1999 jo Berita Acara
Eksekusi Pengosongan No.59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn tanggal 8 Desember
1999 yang dalam pelaksanaannya yang salah obyek, maka atas Penetapan Ketua
Pengadilan Cibinong beserta turutannya demi hukum harus diangkat dari tanah
para TERBANTAH.

Bahwa akibat perbuatan para Terbantah LILIILIV dan V vang telah
melakukan perbuatan melawan hukum melakukan Eksekusi atas tanah para
Pembantah LILIILIV dan V sangat dirugikan, dan malu terhadap warga
masyarakat dan aparat Pemerintahan serta terhadap rekan-rekan sejawat, maka
untuk itu sepantasnya para Penggugat menuntut ganti rugi nama baik, baik secara
Materiel maupun Moriel kepada para Terbantah LILIILIV dan V untuk secara
bersama-sama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap perbuatan dari para
Terbantah IILIILIV dan V tersebut dan mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata
adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Pembantah
LILIILIV dan V.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipergunakan hakim dalam keputusan bantahan ini
menggunakan dasar hukum antara lain -

a. Pasal 195 ayat 1 HIR yang menentukan bahwa hak menjalankan
keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama
diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas permintaan dan dengan
pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama
memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal
menurut ini.

b. Pasal 196 HIR yang menentukan bahwa jika pihak yang dikalahkan
tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai,

maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik lisan maupun
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dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri, tersebut pada ayat
pertama pasal 195 buat menjalankan keputusan itu, Ketua Majelis
memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia
memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua yang
selama-lamanya delapan hari.
¢. Pasal 1868 KUHPerdata

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuat”.

2.3  Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Putusan

Setiap putusan pengadilan memang dibuat, ditandatangani, diumumkan oleh
hakim dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Istilah yang dipergunakan
oleh HIR./RBg. adalah putusan Pengadilan dan Landraad, Undang-undang No. 35
Tahun 1999 tentang Kewenangan Hakim menggunakan kata-kata putusan
Pengadilan. Muncul kata-kata dalam dunia ilmu hukum : Hukum Hakim atau
Judge made law.

Hukum Hakim dan hukum Pengadilan berbeda karena yang terakhir ini
mempunyai bidang yang lebih luas (ustitie recht), sedang hukum Hakim
hanyalah terbatas mengenai putusan perkara saja yang diciptakan oleh Hakim dan
oleh karena itu selalu terwujud hukum baru di luar undang-undang, hukum adat
dan hukum lainnya. Putusan hakim selalu bersifat individual dan konkret
mengenai suatu kasus tertentu dan hukum itupun memiliki daya pelaksanaan.

Tugas hakim memberikan putusan. Putusan itu dituntut suatu keadilan
dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi,
mengkualifikasi  dan mengkonstitusinya. Putusan itu sendiri mengandung
pengertian : “ Hasil memutuskan : berdasarkan ~ pengadilan, memutuskan adalah
menjadikan (menyebabkan), putus (tidak bersambung / hubungan lagi)”. (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, 1991: 804).

Hakim dalam mengadili suatu pekara yang dipentingkan adalah fakta atau

peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat,
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sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya, Dalam putusan hakim
yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat
menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif
atau tidak. Di samping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan
memori banding dan memori kasasi.

Menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara setepat-tepatnya, Hakim
harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara yang
sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori menemukan
putusannya, sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa
yang sebenarnya ini akan diketahui dari pembuktian.

Oleh karena Hakim dianggap mengetahui akan hukumnya (/us Curia Novit),
maka para pihak tidak perlu mengemukakan tentang hukumnya. Di sini
berdasarkan Pasal 178 ayat 1 HIR, Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya
wajib  karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum vang tidak
dikemukakan oleh para pihak.

2.3.2 Macam-macam Putusan

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999,
di dalam putusannya Hakim harus memakai Judul “Demi keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Judul tersebut lazimnya dianggap sebagai tanda
bahwa putusan yang berkepala kata-kata tersebut, dapat dijalankan dengan paksa,
vaitu dengan bantuan kekuatan umum yang terdiri dari alat-alat negara. Selain itu,
putusan haruslah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum. bila
tidak demikian maka putusan akan batal demi hukum.

Menurut M. Nur Rasaid (1996:49), ada 2 (dua) golongan putusan, yaitu
putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang diadakan
sebelum Hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini merupakan
putusan yang diambil oleh Hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Putusan
akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan.

Menurut sifatnya, putusan Hakim ini dapat terbagi ke dalam 3 (tiga) macam,

yaitu :
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. Putusan Declaratoir
Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan,
menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari B dan C, atau A,

B, C, dan D adalah ahli waris dari almarhum X.

2

Putusan Constitutif
Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan
suatu keadaan hukum yang baru.
Misalnya, suatu putusan tentang perceraian. ;

Putusan Condemnatoir

(V5]

Putusan ini merupakan putusan vang menetapkan bagaimana
hubungannya suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan
penghukuman kepada salah satu pihak.
Misalnya, tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah atau
membayar utangnya.
Putusan sela jika diadakan penggolongan, dapat dibedakan ke dalam 2 (dua)
golongan, yaitu :
a. Putusan Praeparatoir
Adalah putusan untuk mempersiapkan perkara, misalnya untuk
menggabungkan dua perkara menjadi satu, atau putusan untuk
menetapkan  tenggang dalam mana kedua belah pthak harus
bertindak,
b. Putusan /nterlucotoir
Adalah suatu putusan di mana Hakim sebelum memberikan putusan
akhir, memerintahkan kepada salah satu pthak supaya membuktikan
sesuatu hal, atau putusan yang memerintahkan penyelidikan setempat.
Perbedaan dari keaua putusan di atas, kalau putusan praeparatoir ini tidak
mempengaruhi terhadap putusan akhir, sedangkan putusan interlacutoir ini dapat
mempengaruhi putusan akhir. (M. Nur Rasaid, S.H.,1996:49 50)
Putusan Hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dapat

pula gugatan itu dikabulkan untuk sebagian. Oleh karena cugatan dikabulkan
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untuk sebagian saja, maka gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam bab-bab
tertentu dinyatakan tidak diterima.

Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dapat dijumpai dalam
Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 19] ayat | R.Bg. vang berlaku di daerah Jawa,
Madura dan di daerah luar Jawa Madura.

Titik berat adalah adanya bezit menurut R. Subekti diterjemahkan dengan
perkataan “Kedudukan berkuasa dan diartikan sebagai keadaan di mana seorang
menguasal suatu barang sebagai pemilik belum tentu bahwa orang tersebut
pemilik yang sesungguhnya, tetapi dalam pengelihatan masyarakat ia dianggap
sebagai pemilik karena tampak memang sebagai pemiliknya”. (M. Nur Rasaid.
1996:51)

Dalam hal ini, mengenai masalah warisan vang menyangkut tanah milik
vang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak tergugat, dalam putusan tidak
dapat diberikan dengan ketentuan uinoerbaar bij voorraad, Akan tetapi bila
masalah warisan yang menyangkut sebidang tanah atau sawah yang semula
dikuasai oleh penggugat dapat dibuktikan bahwa penggugat yang memiliki tanah
atau sawah tersebut kemudian dengan paksa diambil alih oleh tergugat, maka
putusan dapat diberikan dengan ketentuan wirvoerbaar bij voorraad. Selanjutnya
apa yang sudah dikemukakan tersebut di atas vaitu sepanjang yang menyangkut
masalah “bezitsrecht”™ agar kalian lebih berhati-hati sebelum menjatuhkan
keputusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (witvoerbaar bij
voorraad).

Menurut surat edaran tanggal 10 Juli 1964 No. 13/1964 dan tanggal 2 Juni
1969 No. 5 Tahun 1969 pada prinsipnya bertujuan, agar sedapat mungkin
Pengadilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan vang dapat dilaksanakan
lebih dahulu sebelum diajukan perlawanan atau banding (witvoerbaar by
voorraad). Apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan putusan
tersebut, maka pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari
Makamah Agung. Keputusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu
harus diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan

permintaan persetujuan untuk pelaksaan dari Makamah Agung, Makamah Agung
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menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk menentukan,
mempertimbangkan dan menuntut dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud
dikabulkan.

Selanjutnya Makamah Agung mengharapkan / meminta perhatian segenap
ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan
syarat-syarat vang diperlukan untuk dapat dinyatakan lebih dahulu walaupun
diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat 1
HIR dan Pasal 191 ayat | R.Bg.

Svyarat-syarat tersebut adalah :

I. Adanva surat autentik atau tulisan tangan vang mempunyai kekuatan

bukti menurut Undang-undang,

o

Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (/n
kracht van gewysde) sebelumnya yang menggantungkan pihak

penggugat dan adanya hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan,

(5]

Adanya gugatan provisionil yang dikabulkan,

4. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht.

Apabila salah satu syarat tersebut di atas dapat dipenuhi, maka barulah dapat
dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan
perlawanan atau banding, sedangkan dalam hal-hal diluar itu tidak boleh
dijatuhkan putusan yang serupa itu.

Dalam Bagian ketiga tentang Musyawarah dan Putusan Hakim serta dalam
pasal 332 Rv. yakni :

a. Putusan serta merta / putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

walaupun diajukan upaya verzet atau banding (HIR. Pasal 180 / RBg.
Pasal 191) dan,

b. Putusan provisi (Rv. Pasal 332 tersebut) yang terhadapnya dilakukan
pemeriksaan dan diputus mendahului / terpisah dari pokok perkara yang
masih belum dalam tarap pemeriksaan.

Kedua putusan tersebut merupakan putusan perkara pedata pada umumnya,

hanya saja mempunyai ciri khusus yakni dibolehkan Undang-undang untuk

dieksekusi meskipun perkara pokok tidak / belum mempunyai kekuatan hukum
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pasti. Mengenai putusan provisi dalam rangka pembicaraan sekarang ditujukan
terhadap putusan provisi yang dijatuhkan mendahului / sebelum pokok perkara
diperiksa dan diputus dan tidak dimintakan banding,

Jadi antara kedua putusan tersebut terdapat persamaan yang pada pokoknyva
dapat dilaksanakan eksekusi “Setelah kedua putusan dijatuhkan dengan
pemeriksaan dalam sidang yang terbuka untuk umum walaupun pokok perkaranya
masih bergantung karena proses yang lebih tinggi dan belum mempunyai
kekuatan hukum pasti”. (Djazuli Bachar, 1995:27, 28)

Ada yang berpendapat bahwa putusan provisi selalu dengan sendirinya
dapat segera dilaksanakan karena alasan keadaan yang mendesak yang menjadi
ciri khas gugatan ini, tetapi hal ini sulit untuk dapat diterima karena tidak ada
dasar hukumnya, putusan provisi dapat merupakan putusan sela, mengenai hal-hal
yang mendesak yang bersifat sementara / yang sebenarnya sudah menyangkut
pokok sengketa..

Perbedaannya dengan putusan serta merta adalah putusan ini merupakan
putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat peradilan tertentu.

2.3.3 Pengertian Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum itu adalah suatu upaya yang diberikan kepada
seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan Hakim. Bahwa
keputusan Hakim tersebut tidak luput dari kekeliruan ataupun kekhilafan dan
bahkan sudah barang tentu bersifat memihak, maka dari itu demi untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan setiap keputusan hakim tersebut perlu
dimungkinkan untuk diadakan pemeriksaan ulang sehingga kekeliruan atau
kekhilafan yang terjadi dalam keputusan itu dapat diperbaiki menurut semestinya.
Jadi pada setiap keputusan Hakim pada umumnya dapat diberikan upaya hukum,
yakni upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu
keputusan tersebut. (M. Nur Rasaid, 1995:61).

Menurut Osman Simanjuntak (1995:129), Upaya Hukum adalah suatu
tindakan atau suatu usaha baik dari terdakwa, maupun jaksa penuntut umum atau

pihak ketiga untuk memperoleh hak-haknya kepada pejabat bedasarkan undang-
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undang yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam usaha mencari kepastian
hukum yang mengandung keadilan dan kebenaran.

Menurut M. Yahya Harahap (1995:290) perlawanan pihak ketiga salah satu
upaya hukum luar biasa dan perlawanan dari orang yang semula bukan pihak
dalam perkara yang bersangkutan, karena ia merasa berkepentingan dan merasa
barang vyang dipersengketakan atau sedang disita dalam perkara tersebut
sesungguhnya bukan milik tergugat melainkan miliknya.

2.3.4 Macam-macam Upava Hukum
Dalam hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam upaya hukum :
a. Upaya hukum biasa ialah perlawanan terhadap putusan perstele,
banding, dan kasasi. Upaya hukum ini pada umumnya adalah
menangguhkan pelaksanaan putusan, kecuali apabila putusan tersebut
dijatuhkan dengan ketentuan didasarkan pasal 180 HIR.
b. Upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga
dan dalam peninjauan kembali (request civil). Adapun upaya hukum
luar biasa ini tidak menangguhkan eksekusi. (M. Nur Rasaid, 1995:62).

Di antaranya upaya hukum luar biasa adalah perlawanan dari pihak ketiga,
vaitu orang-orang yang semula bukan pihak yang bersangkutan dalam berperkara
dan hanva karena ia merasa berkepentingan, oleh karena ia merasa mengenal
barang yang dipersengketakan atau barang vang sedang disita dalam perkara itu
sebenarnya bukan kepunyaan dari tergugat, tetapi adalah milik pihak ketiga.

Berdasarkan kenyataan di atas terdapat 2 (dua) macam perlawanan pihak
ketiga, vaitu :

1. Perlawanan pihak ketiga mengenai eksekutorial.

2. Perlawanan pihak ketiga mengenai sita jaminan.

Selain ini pula perlawanan yang lain, yaitu perlawanan dari orang yang kena
sita terhadap penyitaan, umpamanya karena terlalu banyak barang yang disita atau
karena adanya penyitaan yang keliru. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita
eksekutorial dicantumkan dalam Pasal 208 HIR jo. Pasal 207 HIR, sedangkan
perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR tetapi biasa

diterima dalam praktek
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Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada
hakikatnya :

a. Untuk menunda; atau

b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan vang hendak

dieksekusi tidak mengikat; atau

¢. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.

Salah satu upaya hukum ialah Banding (Apel). Oleh karena lembaga
banding tersebut diadakan oleh pembuat undang-undang (Wer gever) disangsikan
bahwa Hakim adalah manusia biasa, sudah barang tentu kemungkinan membuat
kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan perkara. Oleh karenanya dapat
dibuka kesempatan bagi pihak vang kalah untuk melakukan permohonan banding
kepada Pengadilan Tinggi setempat. Masalah banding mula-mula diatur dalam
pasal 188 sampai dengan pasal 294 HIR. Dengan adanya pasal 3 jo. 5 UUDAR
1/1951, pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi. Yang sekarang berlaku adalah UU
No. 35/1999 untuk Jawa Madura dan pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg
untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan vang lain
vang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan
Pengadilan-pengadilan lain dan para Hakim yang bertentangan dengan hukum,
kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung
pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, sesuai dengan pasal 16 UU No. 1
Tahun 1950 dan pasal 51 UU No. 13/1965. Bahwa kasasi dapat diajukan oleh para
pihak yang bersangkutan sesuai dengan pasal 17 UU No. 1 Tahun 1950 dan pasal
20 UU No. 15 Tahun 1970.

Adapun Peninjauan Kembali (Request civily adalah suatu putusan yang
dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir
tergugat (verstek) dan tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan
perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi
salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan

kembali. Peninjauan kembali itu diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 dalam pasal
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66 sampai dengan pasal 76 berdasarkan peraturan Makamah Agung No. 1 Tahun
1982 dan UU No. 14 Tahun 1985 pasal 67.
2.3.5 Eksekusi dan Akibat Hukum Eksekusi

Pada dasarnya putusan Hakim vang telah mempunyai kekuatan hukum yang
pasti dapat dijalankan sekalipun demikian ada pengecualiannya, ialah jika suatu
keputusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai
dengan pasal 180 HIR / pasal 191 R.Bg. dapat pula dijelaskan disini, bahwa tidak
semua keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti harus dijalankan,
sebab vang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang Dbersifat
Condemnatoir vaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk
melakukan suatu perbuatan.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal tiga macam eksekusi ialah sebagai

berikut:

I. Eksekusi vang tercantum dalam pasal 196 HIR, 1alah seseorang
dihukum untuk membayar sejumlah uvang Kalau seseorang enggan
untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan ia dihukum untuk
membayar sejumlah uang, jika sebelum putusan dijatuhkan sudah
dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan

berharga menjadi sita eksekutonal.

2

Eksekusi yang tercantum dalam pasal 225 HIR, ialah sesecorang
dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Dalam pasal tersebut
diatas mengatur pelaksanaan putusan Hakim dimana seseorang dihukum
untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya memperbaiki pagar,
saluran air yang rusak olehnya, memasang kembali pipa gas yang karena

kesalahannya telah diangkat dan sebagainya.

(VS

Eksekusi riil, tidak terdapat dalam HIR akan tetapi diatur dalam pasal
1033 RV yang berbunyi sebagai berikut :

“Jikalau putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang
yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka
ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita supaya
dengan bantuan alat kekuasaan negara barang itu dikosongkan oleh orang
yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya™.
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1.1 Alasan-alasan Pihak Ketiga untuk mengajukan Perlawanan terhadap
Eksekusi Putusan Pengadilan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis
berusaha mengkaji tentang alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan dari pihak
ketiga dalam mempertahankan haknya, sebagai pemilik techadap barang yang
menjadi objek sengketa atas Eksekusi suatu Putusan atau Penetapan dari Ketua
Pengadilan Negeri Cibinong.

Pada dasarnya yang menjadi alasan perlawanan pihak ketiga adalah sebagai
berikut:

I. Adanya suatu putusan / penetapan Pengadilan Negeri yang merugikan

pihak ketiga,

B2

Adanya gangguan atas hak milik dari pihak ketiga berdasarkan suatu

putusan atau penetapan Pengadilan,

w

Para Pembantah bukan merupakan para pihak vyang terlibat dalam
perkara yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

4. Perlawanan diajukan untuk mendapatkan suatu penangguhan atau

pembantalan suatu keputusan.

Alasan yang boleh dipergunakan oleh pihak ketiga yaitu menyangkut
tentang hak milik, alasan alasan lain berupa beraneka ragam sebab antara lain,
adanya ikatan hipotik, fiducia, sewa menyewa, hibah dan sebagainya. Dalam hal
lelang hal yang dipakai untuk melawan adalah yang melekat hak kebendaan yang
bukan grosse hipotik.

Sebenarnya jika perlawanan yang didasarkan kepada hak milik disebut
sebagai sengketa eksekusi, akan sulit dalam pemeriksaannya mengingat pemilikan
menurut sifatnya sudah menyangkut hukum material.

Selanjutnya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong sebagai
berikut :
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Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.
59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn tanggal 19 Nopember 1999 jo.No.
27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999 dalam perkara Terbantah I
sampal dengan V lawan Para Turut Terbantah, yang dimenangkan Terbantah I
sampai dengan V, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeksekusi tanah milik
pihak-pihak yang berperkara seluas £ 5000 m? (lima ribu meter persegi) yang
dalam hal ini adalah tanah milik Para Pembatah.

Bahwa Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap penetapan Ketua
Pengadilan ~ Negeri  Cibinong tanggal 19 Nopember 1999  No.
59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
telah ditindak lanjuti dengan penyitaan eksekusi sesuai dengan Berita Acara
Persidangan No. 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn tanggal 8 Desember 1999 atas tanah

seluas + 5000 m? dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Timur - Tanah H. Entong / tanah Hj. Halimah
Sebelah Selatan : Tanah Sabri

Sebelah Utara . Perumahan Villa Nusa Indah

Yang terletak di wilayah Desa Bojong Kulur rt 2 Rw 7 Dusun 3 Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor :

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Pasal 830 yang bunyinya sebagai berikut : “pewarisan hanya berlangsung karena
kematian”, dan Pasal 832 yang bunyinya adalah sebagai berikut : “Menurut
undang-undang yang berhak menjadi ahli Waris ialah, para keluarga sedarah, baik
sah maupun luar kawin dan sisuami atau isteri vang hidup terlama, semua menurut
peraturan tertera dibawah ini”.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka Arcenius Situmorang beserta

anak-anaknya adalah satu-satunva pemilik vang sah dari tanah bekas adat seluas

600 m? (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec.
Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No. 114/16/Gunung
Putri/1987 tanggal 18 Februari 1987, tercatat atas nama Dr. Roes Hadi Persil No.
20.D.1. Kohir nomor 369 Blok 10 sebagai Bukti Kepemilikan, dimana tanah bekas
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hak milik adat tersebut telah dibeli oleh H. Djaudin Toto, S.H. dari Dr. Roes Hadi
berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat di atas kertas segel Rp.
1000.- tertanggal 20 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh Pihak Penjual dan Pihak
Pembel serta disaksikan oleh saksi-saksi.

Bahwa H. Djaudin Toto, S.H. adalah pemilik yang sah dari tanah darat
bekas hak milik adat seluas 528 m? (lima ratus dua puluh delapan meter persegi)
vang terletak di Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan
Akta Jual Beli No. 114/16/Gunung Putri/1987 tanggal 18 Februar 1987, tercatat
atas nama Dr. Roes Hadi Persil No. 20.D.I1. Kohir nomor 369 Blok 10 sebagai
Bukti Kepemilikan, dimana tanah bekas hak milik adat tersebut telah dibeli oleh
H. Djaudin Toto, S.H. dari Dr. Roes Hadi berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli
Tanah yang dibuat di atas kertas segel Rp. 1000,- tertanggal 20 Juni 1994 yang
ditanda tangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta disaksikan oleh saksi-
saksi.

Bahwa H. Masturoh adalah pemilik yang sah dari tanah bekas milik adat
seluas 750 m? (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bojong
Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No.C.1076 atas
nama Efendy Zikri, dimana tanah bekas hak milik adat tersebut telah dibeli oleh
H. Masturo dari Efendy Zikri berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang
dibuat diatas kertas segel Rp.1000,- tertanggal 20 Juni 1994 yang ditanda tangani
oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dan ditanta tangani oleh saksi-saksi.

Bahwa Hj. Ellyfa adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik
adat seluas 2000 m? (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur,
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No. 1250a/Gunung
Putr1/1996 tanggal 28 Desember 1996, tercatat atas nama Ellyfa Persil No.20 Blok
010 sebagai bukti kepemilikan.

Bahwa Edy Supakat adalah pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak
milik adat seluas 500 m? (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bojong
Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor berdasarkan Akta Jual Beli Tanah No.
510/Gunung Putri/1996 tanggal 12 Junil996, tercatat atas nama Edy Supakat
Kohir No./SPPT0498/95-01 Blok 010 sebagai bukti kepemilikan.
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Bahwa saat ini tanah darat bekas hak milik adat yang terletak di Desa
Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor yang merupakan milik dani Para
Pembantah telah dieksekusi dan dipagar oleh Pengadilan Negeri Cibinong,
berdasarkan  putusan  eksekusi  Pengadilan  Negeri Cibinong No.
59/Pdt/Eks.Peng/1999 jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn pada tanggal 8 Desember
1999, padahal Para Pembantah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan
pihak-pihak berperkara (Terbantah I sampai dengan Terbantah V maupun Para
Turut Terbantah).

Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negen Cibinong bedasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn
jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn tanggal 19 Nopember 1999 jo Berita Acara
Eksekusi tanggal 8 Desember 1999 telah merugikan Para Pembantah sebagai
pemilik vang sah dari tanah darat bekas hak milik adat yang terletak di Desa
Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang mana Para
Pembantah sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang
berperkara.

Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn
jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn tanggal 19 Nopember 1999 jo Berita Acara
Eksekusi tanggal 8 Desember 1999 telah merugikan Para Pembantah sebagai
pemilik yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat yang terletak di Desa
Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang mana Para
Pembantah sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan pihak vyang
berperkara.

Bahwa akibat pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong
terhadap tanah-tanah milik Para Pembantah maka Para Pembantah mohon
perlindungan hukum tentang pelaksanaan eksekusi terhadap tanah-tanah milik
Para Pembantah.

Bahwa alasan yang mendasari bantahan tersebut pada pokoknya adalah
tentang kekeluargaan / ahli waris, berdasarkan pasal 30 BW, maka Arcenius

Situmorang beserta anak-anaknya adalah satu-satunya pemilik yang sah dari tanah
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darat bekas hak milik adat seluruhnya seluas 4.378 m? dengan masing-masing
pemilik :
a. Arcenius Situmorang sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak
adat seluas 600 m?.

b. H. Djaudin Toto S.H. sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak
adat seluas 528 m?

¢. H. Masturoh sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak adat seluas
750 m?.

d. Hj. Ellyfa sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak adat seluas
2000 m?,

¢. Edy Supakat sebagai pemilik sah dari tanah bekas milik hak atas adat
seluas 500 m?,

Disini jelas bahwa Para Pembantah yang semula bukan termasuk dalam
pihak yang berperkara dalam perkara perdata sebelumnya, sedangkan menurut
kepentingan yang terkandung di dalam perkara tersebut mengharuskan pihak Para
Terbantah (semula Penggugat) melawan Para Turut terbantah (semula Tergugat)
seharusnya mengikut sertakan Para Pembantah dalam perkara semula pada
Pengadilan Negeri Cibinong.

3.2 Prosedur Perlawanan Pihak Ketiga terhadap suatu Eksekusi

Bantahan atau gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 HIR,
Pasal 142 ayat 1 RBg) atau tertulis (Pasal 120 HIR, Pasal 144 ayat 1 RBg) dan
bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri dan diajukan kepada
Hakim yang memutus perkara dengan menggugat para pihak yang bersangkutan
(Rv Pasal 379). Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan (Pembantah
/ Penggugat).

Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada
kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat
dibuktikan dalam sidang pemeriksaan. Mengenai persyaratan tentang isi daripada
gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi dapat kita lihat dalam Rv Pasal 8 No. 3

yang megharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi :
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Identitas daripada para pihak, yang dimaksud disini adalah ciri-cin
daripada Penggugat dan Tergugat ialah nama, pekerjaan, tempat tinggal,
dsb.

Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan
dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dall in1 lebih dikenal
dengan istilah fundamentum petendi. Fundamentum Petendi adalah
dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan

dasar serta daripada tuntutan.

Fundamentum Petendi ini terdiri dari dua bagian :

=
.

1.1 Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya
(feitelijke gronden), dan
1.2 Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtsgronden).
Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara
tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis
daripada tuntutan. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus
menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan,
melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam
persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran
tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.
Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan RBg sendiri
hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan, petitum atau
tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Pembantah atau
Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab

di dalam amar atau diktum putusan.

Jadi dari uraian diatas dengan singkat dapat dikatakan bahwa agar gugatan /

bantahan tidak ditolak atau dinyatakan tidak diterima ialah :

a.

Gugatan / Bantahan supaya diajukan kepada pengadilan yang
berwenang / Hakim yang memutus perkara dan putusan tersebut
dianggap merugikan pihak ketiga.

Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat, dan sebagainya dari

Pembantah dan Terbantah harus jelas.
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c. Pihak Pembantah maupun Terbantah harus ada hubungan hukum
dengan pokok permasalahan.

d. Pihak Pembantah maupun Terbantah mempunyai kemampuan untuk
melakukan perbuatan hukum (handelingsbekwaamheid).

e. Dalil-dalil atau posita gugatan / Bantahan harus mempunyai dasar
peristiwa dan dasar hukum (fundamentum petendi) yang cukup kuat.

f.  Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan / bantahan belum lampau
waktu.

Peristiwa merupakan suatu putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.

s

=

Ada atau tidak adanya penundaan masalah.

Jumlah Tergugat / Terbantah dan Turut Terbantah supaya lengkap.
J. Pengajuan tuntutan atau petitum vang jelas dan tegas vang dapat
terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subsidair.

Bantahan agar dapat disidangkan, maka bantahan harus diajukan kepada
Hakim yang memutus perkara yang dianggap telah merugikan pihak ketiga
tersebut, dan dalam  pengajuan  bantahan, pthak  Pembantah  harus
mendaftarkannya. Bantahan itu baru dapat didaftar apabila biaya perkara sudah
dilunasi. Setelah didafiar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan
kepada Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan setelah menerima bantahan maka ia menunjuk hakim
yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan
dalam persidangan dilakukan oleh majelis hakim. Untuk ini Ketua Pengadilan
menunjuk seorang Hakim sebagai Ketua Majelis dan dua Hakim anggota.

Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan menentukan hari sidang
dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang Pengadilan Negeri pada
hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti
yang diperlukan (HIR pasal 121 ayat 1, RBg pasal 145 ayat 1),

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita Surat panggilan tersebut dinamakan
exploit. Exploit itu beserta salinan surat bantahan diserahkan kepada Terbantah
pribadi di tempat tinggalnya. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus

menyerahkan relaas (risalah) panggilan kepada Hakim vang akan memeriksa
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perkara yang bersangkutan. Relaas itu merupakan bukti bahwa Terbantah telah
dipanggil. Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang pemeriksaan perkara
dimulai.

Hakim dalam kewenangannya harus berusaha mendamaikan kedua belah
pihak vang bersengketa. Usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses
berjalan, bahkan dalam tarafpemeriksaan banding oleh Pengadilan Negeri tetap
dilakukan. Apabila usaha hakim mendamaikan para pihak yang berperkara tidak
berhasil, maka hakim mulai dengan membacakan surat-surat vang dikemukakan
oleh para pihak, yaitu surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat / Terbantah.

Jawaban secara tertulis oleh Tergugat / Terbantah, dijawab kembali secara
tertulis oleh para Penggugat / Pembantah yaitu dengan mengajukan Replik,
selanjutnya Replik akan dijawab kembali oleh pihak Tergugat / Terbantah dengan
Duplik.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim didampingi Panitera,
membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Artinya setiap
orang dapat mendengarkan dan mengikuti jalan persidangan, dengan demikian
adanya Social Control atas pekerjaan Hakim., sehingga dengan demikian Hakim
dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan vang adil dan tidak memihak
kepada salah satu pihak yang berperkara.

Kalau dari jawab-menjawab antara Penggugat / Pembantah dan Tergugat /
Terbantah telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka Hakim akan
menyatakan proses jawab-menjawab selesai dan melanjutkannya dengan acara
pembuktian.

Hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal vang menjadi perselisihan
(peristiwanya). Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara
perdata terdiri atas -

a. Bukti surat / tulisan (Pasal 165-167 HIR),

b. Bukti saksi (Pasal 139-152, 168-172 HIR),

c. Persangkaan (Pasal 173 HIR),

d. Pengakuan (Pasal 174-176 HIR),

€. Sumpah (Pasal 155-158 HIR).
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3.3 Kajian

Berdasarkan Bantahan Pembantah yang diajukan kepada Pengadilan Negeri
Cibinong, pada dasarnya adalah permintaan perlindungan hukum atas harta benda
dari Pembantah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.
59/PdVEks/1999/PN.Cbn jo.No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 19 Nopember
1999 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn
jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal & Desember 1999 dalam perkara
Terbantah I sampai dengan V lawan para Turut Terbantah, yang dimenangkan
Terbantah I sampai dengan V, Pengadilan Negeri Cibinong telah mengeksekusi
tanah milik pihak-pihak yang berperkara seluas + 5000 m? (lima ribu meter
persegl) yang dalam hal ini adalah tanah milik Pembatah

Berdasarkan putusan yang diberikan Hakim terhadap Bantahan Para
Pembantah adalah Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang
tidak benar dan Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang
dilakukan tanggal 19 Nopember 1999 No. 59/Pdv/Eks/1999/PN.Cbn jo.No.
27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. jo. Berita Acara FEksekusi Pengosongan No.
59/PdvEks.Peng/1999/PN.Cbn tanggal 8 Desember 1999 adalah sah dan berharga.

Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa para pembantah adalah Pembantah
yang tidak benar terlihat tidak beralasan, ini dapat dipahami berdasarkan pasal
541, pasal 550 dan pasal 557 KUHPerdata sebagai berikut :

Pasal 541 KUHPerdata

“Kedudukan berkuasa seorang yang meninggal dunia, atas segala apa yang

sewaktu hidup dikuasainya, pada saat meninggalnya beralih ke tangan para

ahli warisnya, dengan segala sifat dan aibcelanya”.

Pasal 550 KUHPerdata

Apabila seorang berkedudukan berkuasa atas sebidang tanah atau
perkarangan, atas sebuah rumah atau bangunan, atas suatu hak kebendaan
atau sekelompok barang-barang bergerak, mendapat gangguan dalam
memangku kedudukannya, maka bolehlah ia memajukan tuntutannya di
muka Hakim, supaya dipertahankan dalam kedudukan itu.
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Pasal 557 KUHPerdata

“Tuntutan untuk mempertahankan kedudukan berkuasa, boleh dimajukan

terhadap setiap orang siapapun juga, yang mengganggu si penuntut dalam

memangku kedudukan itu, bahkan terhadap si pemiliklah tuntutan itu boleh
dimajukannya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak yang terakhir ini,
untuk memajukan tuntutannya erdasarkan hak milik™.

Jadi alasan Para Pembantah mempergunakan alasan kekeluargaan sebagai
dasar Bantahannya merupakan suatu penjelasan darni Pembantah kaitannya dengan
pengajuan Bantahan yang dilakukan pada perkara tersebutsesuai dengan
kepemilikan akta jual beli tanah bekas tanah adat dari (almahumah) MARTHA
IDA SITUMORANG yang diajukan oleh ahli warisnya.

Menurut pertimbangan Hakim perlawanan yang dilakukan oleh Para
Pembantah dinyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti yang bertanda T-5 apabila dihubungkan dengan
bukti yang bertanda P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 sebagaimana telah
dipertimbangkan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama,
maka berpendapat baik luas maupun batas-batasnya objek dalam perkara
No0.27/Pdt.G/1999/PN.Cbn dan perkara No.23/Pdt.Bth/2000/PN.Cbn adalah tidak
sama sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tanah
seluas + 5000 m? dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam bukti T-5
adalah sah milik Para Terbantah, sesuai dengan amar putusan dalam perkara
No.27/Pdt.G/1999/Pn.Cbn ;

Para Terbantah dalam mengajukan Gugatannya dalam Perkara No.
27/Pdt.G/1999/PN.Cbn dengan bukti yang diajukan berupa Surat Hibah dari atas
nama BULENG kepada anaknya bernama SAMID Bin SOIT BULENG pada
tahun 1949 serta tidak menunjukkan secara jelas No. Khohir, Persil, Luas tanah
dan batas-batas secara jelas serta tidak menyebutkan secara jelas obyek tanah
terletak dimana sebagaimana dalam gugatannya. Dan juga dalam melakukan Sita
Eksekusi dan Eksekusi atas obyek perkara yang dilakukan diatas tanah para
Penggugat hanya mempergunakan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 1998 atas nama SAMID Bin H.SOIT
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BULENG alamat Ds. Bantar Gebang Bekasi atas obyek tanah Rt.02/07 Desa
Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor.

Bahwa tentang kebenaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi Dan Bangunan atas nama SAMID Bin H.SOIT BULENG para
PENGGUGAT meminta melaui selaku Kepala Desa Bojong Kulur Kec. Gunung
Putri Bogor untuk melakukan pengecekan atas Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang tersebut maka oleh selaku Kepala Desa dengan suratnya No. 593/6/-
Pem tanggal 16 Desember 1999 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor PBB
Bogor dan menurut Penjelasan Kepala Kantor PBB Bogor No. S§-
5795/WPJ.07/KB.0302/1999 tangeal 16 Desember ternyata SPPT No.
32.03.201.005.030-0168.0/98-02 atas nama SAMID Bin H.SOIT BULENG tidak
terdaftar dan bukan produk Pelayanan PBB Bogor.

Terlihat bahwa Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dari
bukti yang dihadapkan kepadanya sebagai dasar pertimbangannya sesuai dengan
Duplik yang diajukan Para Pembantah dalam pemeriksaan perkara.

Akta Hibah yang diajukan Terbantah diatas termasuk tulisan bawah tangan,
sedangkan Akta Jual Beli Tanah Bekas Tanah Adat vang dipunyai oleh Para
Pembantah merupakan Akta Otentik berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata dan
pasal 1868 KUHPerdata berikut ini :

Pasal 1875

Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan
itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut Undang-undang
dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang
menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang
mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti akta autentik,
dan demikian pula berlakulah ketentuan 1871 untuk tulisan itu.

Pasal 1868

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dalam bentuk vang ditentukan

oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang

berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.

Dasar Hukum yang dipergunakan Hakim tidak masuk akal, ini dikarenakan
pihak Pembantah bukan merupakan pihak yang kalah dalam perkara yang telah

mendapat kekuatan hukum tetap sebelumnya. Pihak Pembantah merupakan Pihak
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Ketiga yang ketika proses perkara tersebut dipersidangkan tidak menjadi para
pihak dalam persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-I menyebutkan bahwa para kuasa
Penggugat sekarang Kuasa Para Pembantah dengan surat permohonan pada
tanggal 13 Nopember 1999 pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Cibinong agar dapat melaksanakan eksekusi atas dasar putusan Pengadilan
Cibinong tanggal 8 Juni 1998 No. 27/Pdt/99/PN.Cbn yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap :

Menimbang berdasarkan alasan Hakim atas pertimbangannya diatas, maka
terlihat bahwa Para Pembantah dinyatakan tidak mempunyai alasan yang kuat
terhadap bantahannya dan dianggap melenceng dari jalur acara perdata tentang
pengajuan bantahan. Para Pembantah dianggap melenceng jalur proses beracara,
dikarenakan Para Pembantah mengangkat tentang kedudukan Ahli Waris
berdasarkan suatu harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh seseorang,
bukan mengajukan tentang keabsahan Akte Jual Beli atas tanah darat bekas hak
milik adat yang merupakan tujuan bantahan tersebut diajukan.

Hakim berlaku bijaksana dan konsisten terhadap proses acara perdata yang
mengacu pada pengajuan bantahan / perlawanan pihak ketiga adalah terhadap
Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri yang dianggap merugikan pihak
ketiga. Pihak ketiga yang dirugikan oleh Putusan atau Penetapan tersebut tidak
termasuk dalam para pihak proses perkara acara perdata yang telah mendapat
kekuatan hukum tetap. Kelemahan dan bantahan para Pembantah terlihat jelas
bahwa pihak ketiga (Pembantah) kurang menegaskan bahwa Akte Jual Beli tanah
darat bekas hak milik adat tersebut, yang merupakan suatu alat bukti yang sah dan
berdasarkan hukum adat dinyatakan layak karena dilakukan oleh pihak pembeli,
penjual dan disaksikan oleh para saksi dan Pejabat Desa yang berwenang.

Disisi lain Hakim kurang terlihat bijaksana dalam pertimbangannya, ini
dikerenakan dalam pertimbangan dan pengambil keputusan terhadap perkara
Bantahan tersebut terlihat tidak OBJEKTIF, hal ini sangat terlihat jelas dalam
penggunaan pertimbangan hukum dan dikarenakan tidak hadirnya Para Turut

Terbantah ke dalam persidangan, persidangan yang disidangkan tersebut
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dilaksanakan tampa adanya kehadiran / penjelasan dari Para Turut Terbantah
maupun Kuasa Hukum yang mewakili Para Turut Terbantah dalam proses
persidangan tersebut yang mempersulit proses perkara, terutamanya dalam
pengungkapan fakta yang ada dilapangan.

Terlihat bahwa Para Turut Terbantah mempunyai itikad tidak baik dalam
penyelesaian perkara ini, karena Para Turut Terbantah sebagai para pihak yang
terlibat / berhubungan dengan perkara tersebut. Itikad tidak baik dari Para Turut
Terbantah jelas dapat merugikan pihak Para Pembantah dalam proses pencapaian
keadilan dan kebenaran atas Hak Miliknya atas tanah darat bekas hak milik adat
berdasarkan Akte Jual Beli yang dipunyai oleh Para Pembantah tersebut. Para
Pembatah seharusnya juga melampirkan peta Desa yang dimiliki oleh Desa terkait
sebagai bukti kepemilikan Hak atas tanah darat bekas hak milik adat yang dimiliki
oleh Desa.

Ketentuan hak milik ditemukan dalam pasal 570 KUHPerdata
menyebutkan bahwa:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya
dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang
diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk iu asal tidak
mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi
kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan
pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan
undang-undang.

Perlawanan pihak ketiga merupakan suatu perlawanan terhadap suatu
putusan atau penetapan suatu Pengadilan Negeri yang merugikan pihak ketiga.
Jadi seharusnya Para Pembantah selain melawan Terbantah dan Para Turut
Terbantah juga melawan suatu putusan atau penetapan suatu Pengadilan Negeri
yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dan merugikan pihak ketiga terhadap
Hak Milik Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli Eksekusi yang dilakukan Juru
Sita pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan
Negeri berdasarkan Putusan atau penetapan tersebut merupakan hasil permintaan
dari pihak yang dimenangkan pada proses acara persidangan sebelumnya dan

telah mendapat kekuatan hukum tetap.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan kajian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
I. Alasan-alasan yang dipergunakan oleh pthak ketiga dalam pengajuan
perlawanannya adalah :

a. Adanya suatu kerugian dari pihak ketiga terhadap Putusan atau
Penetapan Pengadilan Negeri,

b. Kerugian berdasarkan suatu hak yang dimiliki oleh Pihak Ketiga,

c. Perlawanan diajukan untuk mendapatkan suatu penangguhan /
pembantalan terhadap suatu keputusan / penetapan Pengadilan.

2. Prosedur Perlawanan Pihak ketiga terhadap suatu Eksekusi :

2.1 Pihak ketiga harus mendaftarkan perkara,

2.2 Membayar biaya perkara,

2.3 Setelah didaftar dan diberi nomor perkara, kemudian diajukan kepada
Ketua Pengadilan untuk menunjuk hakim untuk menangani perkara
tersebut,

2.4 Hakim menentukan hari sidang,

2.5 Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita,

2.6 Para pihak yang dipanggil harus menghadap dan mengajukan bukti
dan saksi,

2.7 Sidang dimulai

4.2  Saran
Dalam pengajuan suatu bantahan, pihak pembantah harus mengungkapkan:
I. Alasan yang kuat dalam pengajuan bantahannya,
2. Menunjukkan kepada hakim bahwa objek sengketa yang dipersengketakan
adalah miliknya (pihak kertiga),
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3. Menunjukkan kelemahan pada pembuktian dari pthak terbantah dan turut
terbantah dalam pengajuan alat buktinya dalam proses pembuktian, sehingga
pthak pembantah akan mendapat suatu putusan yang seadil-adilnya dan
dapat mempertahankan Hak Miliknya tersebut.

4. Hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum memutuskan suatu

perkara, harus memperhatikan semua bukti dan saksi dan lebih bersifat

objektif.
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<. +“DEMI KEADILAN BERDASARK AN

. PUTUSAN

i

s Notnor : 23/ Pdt. BTH / 2000/ PN. Cbn.

KETUHANAN YANG MAHA ESA"

eriksa dan mengadili perkara perdata dalam

lah menjatuhkan Putusan sebagaj berikut, dal

Pengadilan Negeri Cibinong yang mem

lingka: pertama te am petkara -0 USESIINN

. ARCENIUS SITUMORANC—, beralamat dj Jalan D VI Nomor 21, RT 006 / RW 04,

Kel. Kebon Baru, Kec. Teber, Jakarta Selatan yang

selanjutnya disebut sebagai ... PEMBANTAH]I;
2. H. DJAUDIN TOTO, SH., beralamat di Gudang Peluru Blok P Nomor 382, RT 009

/RW 003, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
yang selanjutnya disebut sebagai .. . PEMBANTAH II :
3.4 MASTUROH, beralamat dj Kp.Bubulak Nomor 30, RT 03/RW 05, De-
sa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab, Bogor, Jabar

yang selanjutnya disebut sebagai .., PEMBANTAH I1I;

4 1l ELLYFA, beralamat dj Kampung Melayu Besar No. 52 RT 006 /
RW 009, Ke|. Bukit Duri, Kec. Tebc;, Jakarta Selatan
yang selanjutnya disebut sebagaj PEMBANTAI IV :

5. ED¥ SUPAKAT,

beralamat di Jalan Raya Griya Wanawan 21 RT 09/ RW
01, Kel. Cipinang A

Muara, Kec, Jatinegara, Jakanta Ti-
MUr yang selanjutnya disebuyt sebagai PEMBANTAH V
dalam hal inj diwakili oleh Kuasanya DORMAULI
SILALAHIS H.Pengacara pada LIUNGADIDHARMA
JOEHANA;SH. & ASSOCIATES berkantor di Jalan
Pinangsia I No.16 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal I8 Februari 2000 yore——

MELAWAN

. UMAR BIN SAMID, beralamat - Kampung Pilar Barat, RT 05 / RW 03, Desa

Karang Asih, Kec. Cikarang Kab. Bekasi, Jawa-Barat,

selanjutnya disebut sebagai ... TERBANTAH I ;
2. UMAR bin SANIP beralamat di Desa Cikiwul, RT 01/RW 06, Kec. Bantar
b Gebang, Kab. Bekasi, Jawa-Barat, sc.lanjutnya disebut

sebagai

TERBANTAH II;



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LT 3. USMAN BIN SAMID,
~Sea R

2

beralamat Desa Bojong Kulur, RT 02 / RW 11, Kec,

Gunung Putri Kab. Bogor, Jawa-Barat, selanjutnya

. disebut sebagai ... . TERBANTAH 111 :
P ML AL BIN SAMID, bera lamat : Desa Bantar Gebang, RT 01/ RW 01, Kec.

Co—— T

N A e O

s e R

Bantar Gebang, Kab, Bekasi,

Jawa-Barat, selanjutnya
disebut sebagai

............................. TERBANTAH v;
Desa Bantar Gebang, RT 02 / RW 01, Kee,
Bantar Gebang, Kab. Bekasi, Jawa-
disebut sebagai

5. SANIH BINTI SAMID, beralamat

Barat, selanjutnya
............................... TERBANTAH V :
dalam hat ini diwakili oleh kuasanya IRWAN
NURAHMAN, SH. dkk Pengacara/Penasehat Hukum
pada Kantor LBH HPP-PETA berkantor di Jalan Raya

Jakana~§6gor Kkm 47 No. 5 Cibinong, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2000 e -een
NTI H. SOIT alias BULENG, TURO BIN ADUN, TUING BIN H.
SOIT alias BULENG, Yang semua
Bojong Kulur, RT 09

€ HI. HALIMAH B]

{ RW 05, Dusun 2, Kec. Gunung

Pulri, Kab. Bogor, Jawa Baral, yang selanjutnya disebut

..................................... PARA TURUT TERBANTAH:;

sesesccsacaa ---_--..-...----.--..-..-..-..----.-.--_--..---..--._—....

A e s, L L
Telah mendengar keterangan  kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam
persidanpan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Cibinong No.59/PdvEks/
1999PN.Cbn. jo,No.27dez.G.’l999/?.\.',Cbn“

tanggal 19 Nopember 1999 jo. Berita
Acara Eksekusi Pengosongan No.S?ﬂ’dUEks.Peng/l999/PN.Cbn. Jo. No.27/Pdt.G

1999.TN.Cha, fanggal 8 Desember 1999 dalam perkara Terbantah | sampai dengan V
lawan Para Turut Terbantah, yang dimenangkan

Terbantah | sampai dengan V,
Pengadilan N

egeri Cibinong telah mengeksekusi tanah milik pihak-pihak yang
beiperkara seluas +

5000m2 ( lima ribu meter persegi ) yang dalam hal ini adalah tanah

bk Para Pembantah, (bukti P-1) ;

3
---....-.-.--.-----..---..---.-.._-,.---..-_-_.---... ........

nya beralamat ; Desa
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-
|

T 4 nama SAMID BIN H. SOIT BULEN

-
I,

6

Bahwa |uas tanahyang disengketakan oleh

pihak-pihak yang berperkara berdasarkan
SPPT PBB tahun 1998, de

ngan nomor SPPT :32.03.20].005.030-0168.0/98-02 atas

G (salah saty pewaris), tempat tinggal di Bantar _
Gebang, Kab. Bekasi hanya selyas 40

00 m2 (empat riby meter persegi) (bukti P-2);—
Bahwa ARCENTIUS SITUMORANG

adalah suamaj sah darj Almarhumah MARTHA
pada tanggal 23 Agustus 1971 dan telah dicatat
N yang disediakan bagi Warga Negara Indonesia,

berdasarkan Stbl.1933 Nomor 75 jo.1936 Nomor 607 di Kantor Catatan Sipil di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 1971 Seperti teroukti dari Petikan Akte Pernikahan

e ey ---_—..-.----...._-_--._“----_----_---—._-.-..

e 1 e el T

RESIA HOTMA ULIE, yang
10-9-1972) di Jakarta, seperti terbukj
0.424/1T/1972. (bukti P4) - :

2) Seorang anak Perempuan yang diberi nama DHINA EVELYNA, yang lahir pada

anggal 19 Agustus 1973 (19-8-1973) g; Jakena, sepert terbukti dari Petikan Akte
Kelahiran No.430/15/1973, (bukti P.5) -

3) Seorang anak lai-laki yang diberi

lzhir pada tanggal 14 Februari 197

lahir pada 1anggal 10 September 1972 (
dalam Petikan Akte Kelahiran N

--.-_-..-n--------_..-.------------..-—.-—....-..

nama RICKSON POLTAK MANGASI, yang

6 (14-2-1976) ¢ Jakana, sepeni terbukti dan
Petikan Akte Kelahiran No. | 85/15/1976. (bukti P-6);
4) §

————— e e s Se———

GABE MARINA, yang lahir

12-1977) di Jakarta, sepen terbukti dar;
n Akte Kelahiran No.659fDISP/JS/1990, (bukti P-7) :-.....

corang anak perempuan yang diberi nama AMELIA
pada tanggal 14 Desember 1977 (14-
Petika

5) Scor

ang anak laki-laki yany diberi nama ROCK
tanggal 16 Februar 1981 (16-2-1981)
Kelahiran N0.325/JS/1981. (bukti P-8)
Bahwa pad

Y PARULIAN, yang lahir pada

di Jakana, sepeni terbukii dari Petikan Akte

¥ang bunyinya sebagai berikut - "pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, dan

pasal 832 vang bunyinya adalah sebagai berikut : “Menurut undang-undang yang ber-
hak menjadi ahli Waris ialah, para keluarga sedarah,
suai

baik sah maupun luar kawin dan si

ni atau ister yang hidup terlama, semua Menurut peraturan tertera di bawah inj® .-



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

diatas maka Arcenius Situmorang beserta anak.

satu-satunya pemilik ¥ang sah dari tanah darat bekas tanah adat seluas

atus meter Persegi) yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kee. Gunung
Jual Beli No. 1 14/16/Gunung Putri/1987 tanggal 18
Dr. Roes Hagj Persi| No.ZO.D.I., Kohir nomor 369
n, dimana tanah darat bekas hak milik adat tersebut -

. Roes Hadi berdasarkan Surat
dibuat di aas kertas sege] Rp.1000,

S

- tertanggal 20

dan ditanda tangani oleh saksi-saksi. (bukti P-] 5
8. Bahwa H Djaudin Toto, S.4 adala
adat seluas 528m2 (lima ratys dua
Bojong. Kulur, Kee. Gunung Putr,
. No.1 14/16/Gunung Putri/1987 tanggal |
Hadi Persi) No.20D ], i

..--...-.----..-.-..--------....—....-_..--..

Kab. Bogor, berdasarkan Akta Jual Belj

8 Februari 1987, tercatar a1as nama Dr, Roes

Dr. Roes Hadj berdasarkan Surat Pernyataan Jya| Beli Tanah yan

segel Rp 1000 . tertanggal 20 Jyup; 1994 yang ditanda tanganj ol
Pihak Pembeli sert

g dibuat dj atag kertas

¢h Pihak Penjual dan

a disaksikan dan ditanda tanganj oleh saksi-saksi. (bukti P-11):

————

aias nama Efendy Zikri, dimana tanah darat bekas hak milik

oleh H. Masturg darj Efendy Zikri berdasarkan Surat Pernyataan Jya| Belj
dibuat di a

1as kentas sege] Rp.1000.- 1ertanggal 20 Juni 1994 yan
Pihak Penjual dan Pihak Pembel; s ' itar ngani oleh saksi-saksi.
(bukti P- 1)

..‘---.--._-‘..-_.-_-_.----_-----..--..--..._.._...

8 ditanda tangani oleh <

tenanggal 28 Desember 1996, terca
bukti Kepermilikan (buk P-13) .

4 11. Bahwa Edy Supakat adalah pemilik
seluas S00m?2

Gunung Putri, Kab. Bogor, berdasar
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\ 11996 tertanggal 12 Juni 1996,

tercatat atas nama Edy Supakat Kohir No./SPPT
:| 0498/95-G1 Blok 010 sebagai bukt

i kepemilikan. (Bukti P-14) -
/2. Bahwa saat ini tanah darat bekas hak milik adat yang

e e s s SR s mn s .

» padahal Para Pemba

dengan pihak-pihak berperkara ( Terbant
maupun Para Turut Terbantah ) i

sama sekali ah I sampai dengan Terbantah V= - '
|

3. Bahwa tanah milik Para Pembantan tidak pernah

dalam sengketa baik luas mapun

pihak lain dan belum pernah diperjual
m SPPT tiap tahun dibayar lunas oleh Para
Kerérangan Kepala Desa Bojong Kulur y

batasnya tidak sedang dijaminkan kepada
belikan serta besar target PBBtLeir?ﬁffar dala
Pembantah, hal inj sesuai dengan qS:&r‘at ang
masing-masing adalah sebagei berikurtias o T O SL SR '
2) Surat Pernyataan Tanah qi‘li.dlail»: Sengketa dengan Nomor - 593.2/377X11/99 tertang-

821 20 - 12 - 1999 atas nama Arcenjus Situmorang dan

Nomor :

Surat.Keterangan dengan

as nama Ny. Martha Ida
us Situmorang, (Bukti P-15 dan P-16) ;
ta"dengan Nomor 1 593.2/39/X11/99

593.2/138/X11/99 tertanggal 20 - 12 - 1999 at
ﬁ_j{umor_ang (la_l'ma(hume.h) isteri dari Arceni

Surat Pemnyataan Tanah Tidak Sengke

tertanggal 20 - 12 - 1999 4tas nama H. Djaudin Toto, S.H dan Surat Keterangan
Nomor 593.2/397X11/1999 atas nama H. Djaudin Toto, S.H.

(Bukti P-17 dan P-18)
¢) Surat Pernyataan Tanah Tida

k Sengketa dengan Nomor - 593.2/42/X11/99
tertanggal 20 - 12 - 1999 a1ac nama H. Mastyr

Nomor : 593.2/42/X11/1999 atas nama H.
d) Sura

oh dan Surat Keterangan dengan

Masturoh (Bukti P-19 dan P-20) ;

t Pemyataan Tanah Tidak Sengketa dengan Nomor - 593.2/407X11/99
tenanggal 20 Desember 1999 atas nama Hj. Elly

393.2/307X11

—————

fa dan Surat Keterangan Nomor :
99 atas nama H). Ellyfa (Buktj p-21 dan P-22)

¢) Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa de

ienangeal 20 - 12 — 1999 atas nama

393.2/417X1U99 atas nama Edy Supak

'---.-_-.--m—“-....-_.._.
]

ngan Nomor : 593.2/417X11/99
Edy Supakat dan Surat Keterarigan Nomor :

at (Bukti P-23 dan P-24) .
I+. Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan N

Ketua Pengadilan Negeri "Cibinong  Nomor 39/PAVEKs/1999/PN.Chn. jo.
N0.27/Pdt.G/1999/ PN.Cbn. tanggal 19 Nopember 1999
tanggal 8 Desembs

.......................

egeri Cibinong berdasarkan Penetapen

jc Berita Acara Eksekusi

r 1999 telah merugikan Para Pembantah scbagailpcmilik y&mg sah

dari tanah derat bekas hak milik adat yang terletak di Desa Bojong Kulur, Kecamatan
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egeri Cibinong terhadap tanah.

Pembantah tmohon perlindungan hukum
-tanah milik Para Pembantah, ———

l. Menerima dan mengabulka

2. Menyatakan stbagai hukum bahwa p

Kab, Bogor yang sc!uruhnya seluas 4.378m2 (empa

MEter perseg) Yang masing-masfng divraikan s

2) Arcenjys Situmorang sebagaij pemilik tanah yang
milik adat seluas 600

b) H. Djaudin Toto, SH seba

milik adat seluas 528m2 (
c) H. Mastur

8ai pemilik 'anah yvang sah dari tanah darat bekqs hak
lima rarys dua puluh delapan MEICr Persegi) teaeene

oh sebagai Pemilik tanah ¥ang sah dari tanah darat bekas hak milik adat
seluas 750m2 (tujuh ratys lima puluh neer persegi)

L2 .---.--.._--._..-..._--.-_-....__..-.----
3

d) Hj. Ellyfa sebagaij pemilik tap

2h yvang sah dari tanah darat
seluas 2000m?2 (du riby meter '

o BO LRI

Edy Supakat sebagai pemiljj

seluas 300m2 (lima ratus meter persegi) -

a Jaminan terhadap tanah darat bekas
tak di Desa Bojong Kulur, Kecamatan
‘a-Barai terseout berdasarkan Penetapan Ketua

Cbn. jo.No.27/ Pdt.G/ 1999/

PN.Cbhn. langgal 19 Nopember 1999 jo. Berita Acara Eksekuys; Pengosongan No
S9°PdV Eks Peng/ 1999/ pN Cbn. jo. No.2

egeri Cibinong
di sekeliling tanah milik Para Pembantah :

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan N
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"

4. Menghukum Terbantah | sampai de

Std
i
:
'

ngan Terbantah V dan Par

a Turut Terbantah secara
nggung renteng untuk membayar biaya perkara. :

.........................................
w

J

/BSIDAIR

o

,

...............................

e | S .--.-----..-..-.-..---..-----‘---.-.—_---.-

Menimbang, bahwa pada hari
datang menghadap dipersidangan,

Pihak Pembantah diwakil
DORMAULL SILALAHI, S.H. dkk.,

oleh Kuasanya

» sedangkan pihak Turut

LT S, .._..--_-.__.._.-------_--_-..-_“------..--_.-.~.-..--.._-“-

Praps
28

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah He
belah pihak yang berperkara akan te

ter

fusaha untuk mendamaikan kedua
api tidak berhasil,
lebih dahuly membacakan surat bantahan Pembanta
cich pihak Pembantah R

maka pemeriksaan diawali dengan

R T = T ._-.-._---_--_-_--.-.-.--—.-._.

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebyt diatas, Kuasa Para Terbantah telah

anggal 19 April 2000 Yang isinya ada
I. Bahwa Para Terbantah adalah ahli

2. Bahwa Samid bin H. Said / Byl

sebidang tanah dengan status h

memberikan jawaban tertulis tery lah sebagai berikut -
waris dari Samid bin 4. Said Buleng (Buki T-I) ;=
¢ng (almarhumah) telah mendapatkan hak waris berupa
ak milik adat seluas = 5000m?2 ()i
dari Buleng ayahnya (Bukti T-2):
5, Bahwa sebidang tanah seluas g
2 RW

000m2 (lima ribu meter perss
7 Dusun Tiga, Desa Bojong Xulur,
didaftarkan dj

8i) vang terletak di RT
Kee. Guaung Putri, Kab. Datj [ Bogor telah
Kantor Pelayanan Paj

dikeluarkan SPPT nomor : 32.04

Said / Buleng (Bukti T-3);

ak Bumi dan Bangunan Bogor, sehingga

.140.010.015.-0790.0/99-0] atas nama Samid bin H.

Bahwa sebidang tanah seluas + 5000m2 (
2 RW 7 Dusun Tiga, Desa Bojong Kul
dengan nomor SPPT - 32.04.140.010.015

lima riby meter persegi) yang terletak di RT
ur, Kee. Gunung Putri, Kab. Dati 11 Bogor

~-0790.0/99-01 atas nama Samid bin H. Said/
Buleng telah diperjelas dengan Surat Kepal

persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak .

sedangkan darj pihak Terbantah LILILL IV, dan V'

h yang isinya tctap dipertahankan

s
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j.-2dalah kepunyzan Samid bin H. Said / Buleng berdasarkan

Bahwa Para Terbantah yakin bahwa tanah seluas + 5000m?2 (ima ribu meter persegi) .

Surat Keterangan Hibah
tanggal 12 September 1949, Tanah tersebut telah

ntah, maka pada 19 Maret 1999 Para Terbantah °
telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong

27det.G/1999/PN.Cbn. sebagai P g R e e
hasil dari perkara nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. terse
Negeri Cibinong nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn.

vang dibuat di atas kertas segel pada
dijual belikan oleh Para Turut Terba

dengan nomor perkara :

but adalah putusan Pengadilan

nomor 59/PdVEks/1999/PN.Cbn. yo No. 59/PdvE

ks.Pcng/l999/PN.Cbn. Jo. No. 27/
Pdt.G/1999/PN Chn.

tanggal 8 Desember 1999, De

ngan demikian Para Terbantah
adalah pemilik sah sebidang tanah yang terl

etak di RT 2 RW 7 Dusun Tiga, Desa

Bojong Kulur, Kee. Gunung Putri, Kab. Datj I Bogor dengan ba

tas-batas diantaranya :
sebelah Utara

: Villa Nusa Indah
Sebelah Selatan : Haji Sabri

- Sebelah Timur
Sebelah Barat

: Haji Nuung
:Jalan Desa (Bukti T-5).

B an Putusan Pengadilan Negeri Cibinon

Sahwa deng g sebagaiman uraian butir 6 di atas
mempentegas keyakinan Para Terbantah, yaity ta

nah seluas = 5000 m2 (lima ribu
meter persegi) adalah kepunyaan Samid bin H. Said / Byl

kandung dari Para Terbantah st

Bahwa tanah tersebut

o

¢ng yang adalah ayah

telah diakui dan dibenarkan ole
ciszbutkan calan bantahan pe

h Para Terbantah sebagaimana
rkara nomor : 23/PdtBTH/20
2000 dalam alasan butir ke-2 berbunyi ;

pihak
-

00/2N.Cbn, tanggal 9 Maret

“Luas tanah yang disengketakan oleh pihak- .
¥ang berperkara berdsarkan SPPT PBB

2_03,201.005,030.0168.0/98-12 atas nama Sam

pewaris tempat tinggal di Bantar G

ribu meter persegi)

1998 dengan nomor SPP
id bin H. Said / Buleng (salah satu

: 23!Pd1.BTH/2000/PN.CBN,

fanggal 9 Maret 2000 tidak Jelas dan bersifat alternatif ata

u setidak-tidaknya bantahan
aranya ;----
1) Dalam alasan bantanan, yaitu butir 12 disebutkan saat ini

Para Pembantzah tidak mencerminkan asas kebenaran, diant

....... dst, padahal Para
pihak-pihak berperkara
tah) hal ini jelas keljru

Majelis Hakim sebab

Pembantah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan
(Tesbantah 1 sampai dengan V maupun Para Turut Terban

dan .tidak dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan

Pembantah 3 yaitu H. Masturoh analog dengan nama Turo bin Adun, yang dalam
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perkara nomor 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn tanggal 9 Maret 1969 perihal gugatan dan

permohonan sita jaminan Tergugat 2. Turo bin Adun alias H. Masturoh adalah anak
dari Hj,

Halimah binti H. Said / Buleng bersaudara dengan Samid bin H. Said /
Buleng yang adalah ayah kandung Para Terbantah, untuk ity Turo bin Adun aljas
H. Masturoh ada hubungan saudara dengan Para Terbantah AT ————

Akta j i

-..--_-...._--.--.------..-.--.---..--------—.---

dalam akta tersebut adalah tidak

disebutkan nama Camat Kepala Wilayah Kee. Gunung Putri, begitu juga

penempelan materaj yang dua puluh lima rupiah (Rp.25,-) semestinya tidak ada

materai. Kekurangan berikutnya adalah tidak diisi Bloknya sedangkan persil
hanya ditulis No0.20, hal ini berbeda den
23/Pdt.BT}-{/2000fPI\'.CBN tanggal 9
persil nomor 20 D-1, Kohir nomor 311

(b) Ak1a jual belj nomor :

gan bantzhan perkara nomor
Maret 2000 dalam alasan butir 7 ditulis
0, Blok 010. (Bukij T-6) ;
114/16/Gunung Putri/1978

e T T

‘anggal 18 Februari 1978 atas
nya penjual Ny, Buleng Aisyah,
Eojong Kulur RT 018/08 Kee. Gunung Putri, Kab, Dati 11
Bogor akan tetapi semasa hidupnya berada di Desa Cikunir Kec. Jaka
Sampurna Kab, Bekas;. Kekeliruan yang paling fatal adalah penjual Ny. Aisyah
meninggal tahun 1975 berdasarkan putusan Pengadilan Neger Cibinong
nomor; 27/Pdt.G/1999/PN_CB?\' tanggal 19 Nopembar 1999, (Bukti T-7) jome
Akzar jual beli nomor tidak ada atas nama Efendi Zikri C.1075 scluaﬁ 750m2

kekeliruannya adalah tidak 2da harj, tanggal, bulan, tahun dan nomor akta :

nama Dr. Roeshadj terdapat kekliruan diantara

alamatnya bukan dj

(c

~—r

dalam akta jual belj tersebut diatas saksi kedua adalah Asmawi Jjabatan jury

tulis desa dahuly sekarang Kepala Desa Bojong Kulur, te

tangan adalah Kardi. Begitu jug
marnterai. (Bukti T-8) :--
Ak

myata yang tanda
@ penempelan materai, semestinya tidak perlu

e T e T S e b e W w arr  a

1a jual beli nomor 1250 &/Gunung Putri/1994 tanggal 28 Desember 1996
tercatat atas nama Ellyta, persil nomor 20 Blok 010. X
tersebut diatas adalah tidak dit

(d

~—

ekeliruan dalam akta

anda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) begitu juga tidak diisj Kohirnya. (Bukti T-9):

(e) Akta jual beli nomor 510/Gunung Putri/1996 tanggal

12 Juni 1996 tercatat atas
nama Edy Supakat Kohir N

0./SPPT 0498/95-0] Blok 010 kekeliruan adalah
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l. Bahwa Para Pembant

tidak ditanda angani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) b

tidak diisi Persilnya. (Bukti T-10);
Bahwa Para Pembantah tidak menj

egitu juga

elaskan asal usul atay setidak-tidaknya sejarah dan

ntang diperolehnya tanah-tanah dimaksud schingga diketahuj secara
pasti siapa pemilik aal Yang sesungguhnya karena Para Pemabantah telah mengakuj
dan membenarkan bahwa sebidang

alau riwayat te

tanah seluas 4000m?2 yang disengketakan olel

pihak-pihak yang berperkara berdasarkan SPPT nomor : 32.03.201.005.030~0168.0/
98-02 atas n

eri Cibinong ho.59/Pdt/Eks.Peng/1999/PN.Cbn.

a eksekusi tersebut Pembantah 3 menolak me-

nandatangani Berita Acara Eksekusi kemudian Pembantah 3

membuat pernyataan akan
Jika ia kalah dalam upaya hukum (Bukti T-1 1)

2h dalam alasan banizhan perkara No..ZEdet.BTH/Bﬂ«I/ZOOO/
PN.Cbn. tanggal 9 Maret 2000 butir 13 disebutkan tanah milik Para Pembantah tidak
pernah dalam sengketa dst, Diperkuat glah Pernyataan dan keterangan Kepala Desa

Bojong Kulur dali] ini bertentangan dengan asas kebenara

mengosongkan dan membongkar pagar

n dan kenyataan dimana
rbantah dan Pembantah 3
geri Cibinong nomor - 27/Pdt.G/1999/

lain terdapat keberpihakan Kepala Desa
luarkan keterangan

timbul sengketa antara Para Terbantah dengan Para Turus Te

sehingea keluarlah Putusan Pengadilan Ne

PN.Cbn. tanggal 19 Nopember 1999 disis;

Bojong Kulur, saudara Asmawi menge tentang tidak ada sengksta

Ui secara pasti bahwa tan
8an Kepala Desa nomor 39937
atas nama Ny, Martha da Situ

593.2/39/X11/99 tanggal tidak a

ah itu masih dalam sengketa oleh
f387X11/99 tanggal 20 - 12 - 1999
morang keterangan Kade

karena ity keteran

s Bojong Kulur nomor ;

da atas nama Djaudin Toto, SH. Keterangan Kades

Bojong Kulur nomor : 593.2/427X11/99 tanggal tidak ada atas nama Hj. Ellyta dan

P 593.2/4 1 1X11y
Kat dengan sendirinya tidak dapat dijadikan
Pengadilan Negeri Cibinong ;

keterangan Kades Bojong Kulur nomor

99 tanggal ada atas nama
Edy Supa

()]
~r

Kepala Desa telah melegal|

--------.---.-----;-_----.--_-.‘--.--------

bulan sama seperti surat permyataan Pembant
20~

ah I nomor 593.2/377X11/99 tanggal
12~ 1999 surat pernyataan Pembantah I1 nomo, - 593.2/397X11/99 tahun tidak

FEE R o o e S wm—

i
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“.. ada, tanggal 20-12-1999, surat pernyataan Pembantah 111 nomor - 593.2/42[){11/99

tanggal 20-12-1999, surat pernyataan Pembantah 1V nomor - 593.2/40/X11/99

tanggal 20-12 -1999 dan surat pemyataan Pembantah V nomor - 593.2/41/X11/99

tanggal 20-12-1999. Hal ini menunjukan bahwa Para Pembantah mendapat perin-
s Lo

tah dan komando dari Kepala Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gu

nung Putr,
Kabupaten Dati Il Bogor :

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, maka Para Terbantah mohon

kepada Ketua
Pengadilan Negeri Cibinong ¢/

q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong,
berkenan memutuskan sebagai berikut :--
o

Menerima dan mengabulkan jawaban Para Terbantah i
2. Menolak bantahan Para Pembantah ;-

3. Menvatakan s=2

~

ara hukum bahwa Para Terbantah adalah pemilik tanah yang
sah dari tanah darat bekas hak milik adat berdasarkan putusan Pengadilan
Negeri Cibinong nomor 27/Pdt,

G/1999/PN CBN tanggal 19 Nopember 1999 :-
4. Memerintahkan Pemba

ntah I'T untuk membongkar dan mengangkat bangunan
vang ada di atas tanah Para Pembantah sesuaj B

erita Acara Eksekusi tanggal 8
Desember 1999 :

wh

Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perk

e R
6. Apabila Ketua Pengadilan Ne

geri Cibinong c/q Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Cibinong berpendapat lain, maka Para Terbaniah mohon putusan yang
seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa atas Jawaban pikak para terbantah tersebut maka pihak
telah mengajukan Repliknya teranggal 26 April 2000 d

Pembantah tersebut pthak Terbantah me

Pembantah an atas Replik

lalui kuasanva telah mengajukan Duplik tertulis
tzntanggal 10 Mei 2000 yang isi selengkapnya sepenti terlampir dalam Berita Acara sidang
¢an untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap termuat dan menjadi
satu kesatuan vang tidak terpiszhkan dengan putusan ini .

et e e s o e e e

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya
pihak Pembantah melaluj kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti vang diberi tanda
-1 sampai dengan P-24 vang berupa

j Foto cooy surat Penetapan  Ketua Pengadilan  Negeri Cibinong No.

09/Pdt.eks/1999/PN.Cbn Jo No. 27/Pdt.G/199/PN. Cbn. Bukti P-1 £

Foto copy surat pemberitahuan No. S.5795/\WPJ.07/KB.0302/1999 tanggal 16
Desember 1999, bukti P-2 -

_.....----.-......-----_--.....-..-..--..-.-..----.....-.--..----- -------
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5 Foto copy Akta Pernikahan No. 116571971 tanggal 2 Desember 1971 , bukti P-3 ;
ay Foto copy Akta Kelzhiran No. 424/JT/1972 tanggak 15 Oktober 1998, bukti P-4 ; weeee
- 'S5’ Foto copy akta Kelahiran No. 430/J8/1973 tanggal 25 Agustus 1973, bukti P-5 « wo...
A
-
8
9

Foto copy akta Kelahiran No. 185,18/1976 tanggal 3 Maret 1976, bukti P-6 ;

Foto copy Akta Kelahiran No. 659/DISP/IS/1990, bukti P- 7
Foto copy akta Kelahiran No. 325/J81981, bukti P-8 :

Foto copy Surat Laporan Kematian No. 158/1.755.2/111/92, bukti P-9 ; ceceeamrmmrmanee '
10 Foto Copy Akta Jual Beli No. 312 /VII/1983 tanggal 2 Juli 1983, bukti P-10; eeaeeee
11 Foto copy Surat Pemyataan Jual Beli tanggal 20 Juni 1994, bukti P-1} ¢ ceceemeemeecee.
12. Foto copy Surat Jual Beli tanah tgl.30 Agustus 1993 dan lampirannya, bukti P-12 : -
13

Foto copy Akta Jual Beli No.1250 2/Gunung

Putri, bukti P-13 ;
1« Foto copy Akta Jual Belj

i No.510/Gunung Putri/1996, bukti p-14 :

kS Foto copy Surat Pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 15 -12- 1999, bukti P- 15,
16, Foto copy Surat Keterangan No.593.2/38/X11/1999 tanggal 20-12-1999, bukti P-16;
17. Foto copv surat pemyataan tanah tidak sengketa tanggal 20 -12- 1999, bukti P- 175
18 Foto copy Surat keterangan No.593. 239/Xi11999, bukti Pe18 ) c-emvemmemeomemees
1 Fcto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 20-] 12-1999, bukti P-19 ;
20

Foto copy surat keterangan Kepala Desa Bojong Kulur N0.593.2/42/X11/1699, bukti
P-20;

21 Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa an, Hj

{).Ellyfa tanggal 20
Desember 1999, bukti P-21 .

22, Foto copy surat keterangan Kepala Desa Bojong Kulur N0.593.2/40/X111999, bukti
LR e e S O

23 Foto copy surat pernyataan tanzah tidak dalam sengketa a.n. Edy Supakat tanggal 20
Desember 1999, bukti P et e --

24 Foto copy surat keterangan Kepala Desa Bojong Kulur N0.593.2/41/7X11/1999, bukti
Padd s el . ST - O 8 O+ REEUE -
Menimbang, bahwa surat bukii P-1 sampai dengan bukti P-24 telah dibubuhi

mater,

ai secukupnva dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslin

ya, schingga
2t diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Pembantah juga mengajukan saksi-saksi
vang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :
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. SAKSI-[ EDDY KUSNADI ;

: '.\xgcncrangkan pada pokoknya sebagai berikut :

\
‘v

. Bahwa saksi selaku Perangkat Desa Bojong Kulur yang be

M : e
;/ pai dengan sekarang mengetahui telah terjadi sengketa tan

i~

rtugas sejak tahun 1996 sam-
ah antara kedua belah pihak;
punyai tanah seluas 600m?2
ung Putri yang berupa tanah darat

ikuasai oleh para ahli warisnya ;-
Bahwa sepengetahuan saksi H. Djaudin Toto mempunyai tanah seluas 520 m2 yang

terletak di Desa Bojong Kulur Kec, Gunung Putri berupa tanah darat bekas Hak Milik
Adat yang dibeli dari Dr. Rosadi dun sampai sekarang tetap dikuasainya ; -—=—eeeeemee. -
Bahwa setahu saksi H. Masturoh mempunyai sebidan
terletak di Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri berup
Adat dan sampai sekarang tetap dikuasainya ;
Bahwa saksi juga tahu bahwa H. Ellyfa

terletak di

Bahwa sepengetahuan saksi, Arcenius Sitomorang mem

vang terletak di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gun

bekas Hak milik Adat yang sampai sckarang masih d

g tanah seluas 600 m2 yang

a tanah darat bekas Hak Milik

-—.-.---.--..--------.-.--....—.--.-.------—-—-

mempunyai tanzh seluas 2.000 m?2 yang
Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab, Bogor berupa tanah data bekas
Hak Milik Adat yang sampai sekarang masih

tetap dikuasainya ; ------ecccevemnaceene.
Sahwa sepe

ngetahuan saksi Eddy Supakat pun mempunyai tana

ah di Desa Bojong
Rulur Kee. Gunung Putrj Bogor seluas 500 m2 yang berupa tanzh darat bekas Hak
Milik Adat vang sanpai sekarang masih tetap dikuasinya ;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah te

rsebut pada saat Jual Belinya dilakukan
mela

lui Camat Gunung Putri selaky PPAT ;
Bahwa se

pengetahuan saksi tanah-tanah tersebut walaupun secara fisik Jikuasai oleh
para pihak/Para Pembantah akan tetapi tanah tersebut dala

am keadaan Ekss=kusi oleh
Pengadilan Negeri Cibinong / dalam keadaan patok ragar :

Bahwa saksi tidak me

.................................

ngetahui atas permintaan pihak mana tenah tersebut dalam
xeadaan Eksekusi Pengadilan Megeri Cibinong ;
Bahwa sepengetahuan saksi mengenai paj

para pemiliknva ;

.............................................

ak-pajak tanzh tersebut tetap dibayar oleh
Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang scbenarnya terjadi antara kedua
belah pihak tersebut diatas §

N

ienimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para pihak tidak berkeberatan T

SAKSI-II NASIR bin MISAN ;

hi

‘enerangkan pada pokcknya sebagai berikut :

Bahwa sepengetahuan saksi benar para pembantah mempunyai sebidang tanah yang

terletak di Desa Bojong Kulur Kecamatan Guaung Putri seluas 3.000 m2 akan tetapi
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tanah tersebut sampai sekarang dalam keadaan sengketa dan secara fisik tanah tersebut

‘ Jletap dikuasai oleh para pemiliknya, namun tanzh tersebut dalam keaadaan Eklsekusi
» :Pcngadi}an Negen Cibinong/ dalam keaadaan patok pagar

!
-_/',.’Ba‘nwa sepengetahuan saksi tanah seluas 3.000 m2 tersebut dimiliki oleh beberapa
: '_/"/' pihak yaitu antara lain : 1. Arsenius Situmorang seluas 600 m2, 2. H. Djaudin Toto

seluas 520 m2, H. Masturoh seluas 600 m2, 3. Hj. Ellyfa seluas 2.000 m2, 4. Eddy
Supakat seluas 500 m2 berupa tanah darat bekas Hak Milik Adat ;

Bahwa sepengetahuan saksi pada saat jual belinya diketahui oleh Camat Kecamatan
Gunung Putri selaku PPAT dan sampai sekarang masaih dikuasai oleh pemiliknya ; —--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak tidak berkeberatan ;-

Saksi-111 H. DJARUDIN DJAYA ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

B i i i el LT T T SR —

Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi sengketa tanzh antara para pihak yaitu
Arcenius Situmorang dkk dengan Umar Said, dkk mengenai sebidang tanah seluas

3.000 m2 yang terletak di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten
DT.II Bogor,

Bahwa tanah-tanah tersebut antara lain terdiri dari ¢

Tanah milik Arcenius Situmorang seluas 600 m2 |, Hj. Ellyfa seluas 2.000 m2, H.

Masturoh seluas 600 m2, tanzh H. Djaudin Toto seluas, 520 m2, dan tanah milik Eddy
Supakat seluas 500 m2 ;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanzh tersebut terdiri dari satu bidang dan berupa

tanah darat bekas Hak milik Adat dan pada saat jual belinya dari para pihak telah
diketahui oleh aparat Desa dan Camat setempat selaku PPAT ;

Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan tanah tersebut karena saksi adalah penduduk

setempat dan pernah menjadi Perangkat Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri
/Ketua RW 08 sejak tahun 1983 sampai dengabn tzhun 1990 ;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak para pihak membeli tanannya hingga saat ini tanah-
tanzh-tanah tersebut tetap dikluasainya ; ------eeeccemaanaaeaas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak tidak berkeberatan ; --

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahann Kuasa Para Terbantah

dalam persidangan telah pula menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Samid bin H. Soit alias Buleng tertanggal 30

Nopember 1999, Bukti T-1 j---vveeeeeee-
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ol N

Ly

| Foto copy Surat

. Foto copy Akta Jual Beli No :510/Gunung putri/1996
l. Foto copv Surat Pernyataan H. Masturoh dulu T

. Foto copy Kepala Desa Bojong Kulur telah mele

Asli Surat Keterangan Hibeh a.n. Soit Bin H. Bulen

§ terianggal 12 September 1949,
Bukti T-2:

Keterangan Pajak Terhutang  (SPPT)

170.32.04.140.010.015-
0790.6/99-01 atas nama Samid bin H, Soit / Buleng, Bukti T-3 -

............

Foto copy Surat Penjelasan Kepala Kantor Pelayanan PBB Bogor No : S-21/WPJ/07

/KB/0304/2000 tanggal 28 Januari 2000, Bukti T-4 :

Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 27/Pdt.G/1999/PN.CBN jo

Penstapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No : 59/Pd.P eng/1999/PN.CBN jo No :
27/Pdt.G/1999/PN.CBN tanggal 8 Desember 1999, Bukti T-5

Y e eeccsmaccacssssscannsnaas

Foto copy Akta Jual Beli No : 312 /VIV1983 tangoal 2 Juli 1983 antara Samium bin
Soan se

sebagai Penjual dengan M My. Martha Ida Snumo'ang sebagai Pembeli, Bukti T-6 :-

oto copy Akta Jual Beli No: 114/16 /Gunung Putri/1987 tanggal 18 Februari 1987

antara Ny, Buleng Aisyah sebagai Penjual dengan Dr. Ro

esnadi sebagai Pembeli, Bukti
FaT

Foto copy Akta Jual Beli No : tidak ada antara Sudarso sebagai Penjual dengan

Effendy Zikri sebagai Pembeli, Bukti T-8 ;

Foto copy Akt: Jual Beli No -

1250 2/Gunung Putri/1596 ta anggal 28 Dese

sember 1956
al Penjual dengan Nv. Ellyfa sebapai Pembe li, Bukti

antara Lidarsanto Darjone sebaga

tanggal 12 Juni 1996 antara
Sagita Rimba sebagai Penjual dengan Edy Supakat seba 2gai Pembeli, Bukti T-10 ;eeeems

Bukti T-11 ¢

galisir Surat Pernyataan Edy Supakat

(Pembantah V) dan Dr. Roeshadi tanpa ditandatangani yang bersan

gkutan, Bukti T-12;
Bukti T-13, berupa Lampiran-lampiran diantaranya ; '

"

2) Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakamulya, Kec. Bekasi selatzn Kota Bekasi No

1005729/ Keterangan tanggalnya tidak ada bulan Mei 2000 e

b) Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli antzra Effendy Zikri sebagai Penjual dengan

Masturoh sebagai Pembeli dan Surat Perjanjian an

Effendy Zikri pada tanggal 29 Agustus 1993 ;

......................

—
“a

tara H. Masturoh dengan

¢) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bojong Kulur No : 593.2/40/X11/99
ggal 20 Desember 1599 dan Surat Pemyataan Tanah tidak Sengketa yang
diberikan kepada Arcenius Situmorang tanggal 20 Desember 1999

e St e T
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o +"  tanggal, bulan dan t2hunnya tidak ada dan Surat Pe

d) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Bojong Kulur No

© 593.2/40/X11/99
anggal, bulan dap tahunya tidak ada dan Surat Pemyataan Tanah tidak Sengketa
¥ang diberikan kepada Ny. Ellyta tanggal 20 Desember 1999 e

terangan Kepala Desa Bojong Kulur No - 593.2/43/X11/99

myataan Tanah tidak Sengketa
sember 1999 :

¢€) Foto copy Surat Ke

¥ang ditzrikan kepada H. Masturoh tanggal 20 De

} Ftoto copy Surat Keterangan Kepala Desa Boj

ong Kulur no - 593.2/437X11/99
tanggal, b

ulan dan tahunnya tidak ada dan Surat Pernyataan Tanah tidak Sengketa

vang diberikan kepada H. Masturoh angual 20 Desernber 1954 :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat

vang berupa foto Copy bermeteraj secukupnya

kecuali buksi T-5 dan T-1l karena asli ada di
sehingga tidak dapat dicoco
ang telah disesuaikan tersebut telah
Undang-Undang sehingga d

tersebut telah disesuaikan dengan aslinva )
Pengadilan Neger Cibinong, kkan dengan aslinya, bukti
memenuhi syarat sebagaimana ditentukan
apat dinilai dan dipertimbangkan sebagai bukt surat -

tertulis lain v

Menimbang, bahwa sel

ain daripada bukti tertulis te
Terbantah dala

rsebut diatas Kuasa Para
M persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing
dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebapai berikys

Saksi-1 CHOLIL BIN MARJUK] ;
Menerangkan pada pokoknva

Bahwa saksi hanya mengetahui teniang ssjarah tanah sengketa tersehuyt yaitu bahwa

dahulu pemilik tanah tersebut bernama H. Buleng dengan |uas tanzh selurshnya 1 Ha .
vang terletak di Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan tanah-tanah
tersebut terdin atas saty bidang dan diatas tanah te

rsebut ada berdin beberapa
ks T SN S

o

Bahwa saksi sejak lahir hingga tahun 197] bertempat tingg

al di Desa Bojong Kulur dan
sejak tahun 1971 tinggal di Desa Ciangsana :

..................................................

Saksi-Il KADARIYANTO .

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pertemuan antara 4. Mastu

‘roh dan Adun
dengan M Al bin Sanip pada ta

nggal 10 Juli 1999 bertempat di rumah H. M

asturoh
sendiri dan ditempat tersebut ada juga ibunya Tuing

..--.--..--------.----.----------..----
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. 2) H. Djaudin Toto S.H. scbagai pzmilik sah dari tanah darat bekas hak milik adat
seluas 528m?2 -

b) H. Masturoh sebagai pemilik sah dari tanah darat b

ekas hak milik adat seluas
N 750m2 :

/. ¢) Hj. Ellyfa sebagaj pemilik sah dari tanah darat bekas hak milik adat seluas 2000m2;

d) Edy Supakat sebagai pemilik sah dari tanah darat bek

as hak milik adat seluas
300m2 ;

Bahwa tanah milik Pembantah tidak pernah dalam se

ngketa baik luas maupun
batasnya, tida

k sedang dijaminkan kepada pihak lain dan tidak pernah diperjual belikan'
serta besar target PBB terdafiar dalam SPPT tiap tahun diba

var lunas oleh Para
Pembantah :

_-—---..--....--..-._---—--_-..--..--....-..-.-_-....--..----.----..--__. ........

Menimbang, bahwa berdasarkar bukti bertanda T-5 bery

pa salinan putusan No.
27/?d1.0/1999:‘?.\'.CBN, se

telah Majelis Hakim meneliti dangan seksama yang menjadi

para pthak dalam perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn dihubungkan de

ngan para pihak Para
Fembantah dalam surat bantahan No. 23/PdLB

th/2000/PN.Cbn. maka terbuktilah bahwa
dalam perkara No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cba.
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pa
Yea

etiga vang bersifat “murni” dalam mela

Para Pembantah “tidak menjadi pihak”

a2 Pembantah adalah merupakan pihak

kukan bantahan pihak ketiga (Der en Verzet) ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya vang menjadi pe

¢rmasalahan sekarang menurut

2jelis Hakim, apakah benar pihak ketiga yaitu Para Pembantah adalah selaku “pemilik
2 sah™ dari tanah seluas = 5000m2 dengan batas-batas -
Scbelah Barat

M

: Jalan Raya

: Tanah H. Entong / tanah Hj. Halimah

- Sebelah Selatan : Tanah Sabrj
- Sebelah 1 i2-2 . Perumahan Villa Nusa Indal
terietak di wilaysh Desa Bojong Kulur RT 2 RW 7 Dusun 3

Kecamatan Gunung Putsi
Kabupaisn Bogor vang “telah dicksekusi” dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Cibinong tangoa

ggal No. 59/PdvVEks/PN.Cbn. atas dasar putusan Pengadilan Negeri Cibinong

.Cbn. akan diper-

vang t

telah mempunyai kekuatan hukum tetap No. 27/Pdi.G/1999/PN
umbangkan tersebut dibawah ini :

Menumbang, bahwa Para Pembantah dalam surat bantahannva telah memper-

masalzhkan tentang hubungan kekeluarga

- e e

an / ahli waris yang mana telah diputus dalam
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=]
bn. kalati Para Pembantah m

menurut Majehis [lakim ",
acara” lagipula bukan st

“pokok perkara” Mo 27.Pd1.G/ 1999/

empermasalahkan

dalam h:ml;'.h;'.imj.';

alah sudah menvimpang dari “hukum

Udle

Fhingkup “acara bantahan™ schingea Majelis Hakim
tidak akan memperimbangkannya mengenai ini dalam

uwtusannya, serta tidak pula
\ mempertimbangkan seimua bukti-bukti

tertulis dari Para Pemban

tah vang terhubungan
ol f ol e jdengan “kekeluargaan / ahli waris™ dengan Para Pembanialy:
Lo ==

Menimbang. bahwa  bukt bertanda P-10 adaluh foto copy - ARte Jual Beli
N0.3/22'VI/1983 tanggal 2 duli 1983 atas tanah seluas HOIM2 vang terletak di Desa
Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putr Kabupaten Bogor dengan batas-batas eoeeeeeeeeee.
= Scbelah Baral Fanah Lalan Desa

= Sebelah Tunur Tanah Samin Loan

- Scbelah Selatan “Tanah Samin
-

= Sebelah U iary Tanah Sutan Takdir Alis cahbang

Sebaga dasur kepemilibin Martha [da Situmorany

Menmbang, balwa buk vang bectanda 211 adalah (ot Lapy sural pernyataan
jual beli anah <ebelum dibuatkan Akte Jual Bel atas tnah scluas = 328m2 terletak di

Desa Bojonekulur Kecamatan Gunung Putri Kab, Bogor de

NLai batas-batas femeceeioeeeeeee
= Sebelah Bura Peebatasan dengan tanah milik Masturoh
= Sebelah Tiar

s berbatasan dengan tanah milik Supakat

- Scbeiah Selatun berbataszn dengan tanah midis Tiena
Sebelah Utara berbatasan dengan jatan

Sebagai dasar kepemilikan 1 Djaudin Toto, $11 (Pembantaly 2y

Nenimbang, bahwa bukii bertanda P-12 adalah berupa foto COPL surat pernvitaan
Tual Beli tanah sebelum dibuatkan akte jual beli atas tanan seluas 600

m2 vang terletak di
Kampung Lembur RT 18 RW 08 Desa Bojong

Soghhdqenn batas-halig o S0 L0 W O

- Scbhelah Haran Tanah Masturoh

- Sebelah Tunur Tanah Samin

- Scbhelah Selatn Tanah Misan

- - Scbelah Clara o dadan setapak

Sebagcar dasar sepemibkan Masturoh ¢ Pembantah 33

BET | it it
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1 24
i
j
H
.\‘mnlml\;u:'__'_ bahwa buky vang bertanda P13 adalah berupa Tole copy Akte Jual
; Beli No iEﬁOu.(?u:zung Putri’ 1998 atus anah scluas 2 000 m2 vang terletak di Desa
Bojongkuiu NeCiiiaig Guaung Payg Rabupaten Bogor dengun battars-hatas Temmmenina
/—\ %\ - Sebeiah Bar laiah alan Deyy
£ < Selelale T lanah Basin
P “ “ j Scheiah Sclatan Jattan
e i ]
R g P R Utary Stanah PT. Kentaniy
T X

. e Sebagai dasar repemilikan Hy Elivfa ¢ Pembantah 4 5

Nenindbang, banwa DUkl bemandy -4 adaian Derupa foro CopY Akte juai Belj ,
NO.3IG Sunung Py, 1996 aas wnuh seivas 300m3 Yung wrictak di Desy Bojongkulur
Necamatan Sunung Purg Nabupaien Bogor dengan Datas-batas

- Sebeixh Bitray Gy miiin i Nidstura

= Scoeigh Timur - Jithan
< Sebelih Seltiun Tanth miin Tiena / Drs, Pauius Herivanto
T QRLCIUN Ulinry Jittan

fscn.t-:-m HEN Rt T § Gy ARG T Pemiingal, oy

‘e ! v ) . 0 - . voae e
MISHIRE I, baliwg MEUADEN G Py Lerounlin i xioiey REPCIITIN G aligy tanady
. Aorigy IR ' T 1 n RN e sl 2
PEIUEY = H0OU0 3 MArg eniclan i Willasung Dujomuenaiag 175 2 KW 7 L2USun NeCcamalan
. = - — TN Ny -

- = il

ol o s Veua, Vome

GUHU!!Q Putry denipal Steglin e TS Lol Soiy
A e . or g e
= atodial Barug ctanen salan Desa

e S Sy = SO
- DT Ay 1y - tahan gy Chidn gy

T PR I - Yy 4
= SCOC A ACidiaiy Panatl e

\\
j
- Sebeisy LR Ferumaian Viiia Nusa induh

Nelaiul perikary SULan perdag Mung wiah diputus ojen Pengadiian Negeri Cibinong pada
tangyal § jung 1955 No RAAVERT G %9y TN Chn dcng:m amar vang 'n-;rhun“ e S
i Mengabuikan stratan Pengguuat untyk sebagian LR A
= Menvatakan Pary Penggusar adalan thh wins yang sah dar Amarhum Sahid bin 1.
Soit ahas LI

2. Menvatakan bahwi Pary Penggupat Mempunvai hak atas tanah obvek senuketn -
* Menghukum i Tervugt sty Pirhak Ketiga Yung mengugsy tanah abyek sengketa
UNLUK menverahkan lanin tersepur Kepada Parg Pengeugat daiam Keadaan Kosong ...

M Mlenvatikan sah dan Iv_'rh;:r_g;l Stla Jaminan ;
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6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 1 sertn Fergugat 1) SeCar nggung renteng
Untuk membavar biava perkara ini sebesar Rp,I.OQS_OOO,-( SAW Jula sembilan puluh
lmat riby Rt L LT R

Yt
A S
. . L
Pl

v

) \«1011in1hang bahwa bukei yang bertanda T-5

pabila dihubungkan dengan byki
Sad ‘;y’png bertanda p-jg. P-U; 33
s |

P-13 dan p.j4q scbagaimang (g
ajelis akim mene

ah dipcnimbangkan \q(
S Abrsebut diatas, seteial M

hiti dengan seksama,

Maka berpendapat bajk
as-batasnva obyek sengketa d

alam perkara .-\'n.27.-’Pd1_G/l999/PN.Cbn dan
ah tidak sama s¢

PRI s N T maupun bat
el

perkara No. 23 PALBth2000/PN C oy adal hingza oleh karena itu Majelis
Hakim bcrpcndupm Pulat bahwa tanah seluas + 5000m2 (
T-5 adalah sah milik Para T

dalam perkara No. 27;Pdl.GfI‘)90,-‘[3N,Chn i

engan batas-batas sebagaimana
tersebut dalam buky

erbantah, sesuai denpan amar pulusan

ﬁ \
Menimbang, bahwa telah terbuky; putusan Penpadilan Neger| Cibinong sebagai-
mana tersebul dalam bukt ‘1.5 adalah 1elah berkekuatan hukus

N tetap, schingypa hanya
Putusan vany telah mempunyai hukum €ap ( In Kracht van Gewijde ) “vang dapat
dijalankan™ (vide buku Karangan M. Yahya Harahap, Sy lemtang ruang lingkup perma-
selahan eksekus; bidang Perdars pada hul 6) -

.......................................................

.\‘lcn:’mhang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sap alau (idak
Penctapan  Ketya Pengadilan Negen

59Pdt'cks/ PN Cbn. Jo. No. 27PdL G/

Acara Eksekusg Pen

Cibinong tanggal 19 Nopember 1999 No.

PN.Cbn, vang berisi teguran (

skosonggan - N, s

aanmaning ) Jo. Berita
‘)/Pdleks.Pcng‘I‘)‘)‘)xi’N,Chn Jo. No.
27 PdL. G 1999 pN Cha. ;

Mcnlmhung: bahwa pasal 195 ayat |

HIR menentukan bahwy |y
keputusan Pengadilan Negeri,

al menjalankan
dalam perkara vang

pada tingkat Penama diperiksa oleh
dengan pimpinan Ketua p

4 perxara ity,

4_{

Pengadilan Negen adalah aas perintah dan

engadilan Negeri
yang pada tingkay PETAMa memeriks

. P

am pasal-
Pasal menurut inj -

Menimbang bahwa pasal 196 HIR menentukan bahwa Jika pihak yang dikalahkan

cnean damai, maka pihak yang

tdak mau atay Jaly Utk memenuhi s Keputusan iy ¢
) menang memasukan, permintaan, baik dengan lisan maupun denpan surat kepada Ketua
Pengadilan Neveri, lersebut Pada avat pertama pasal 195 buat menjaiankan Keputusan jty,
Ketua Majelis memanggil pinak ¥ang dikalahkan i sen

4 memperingatkan, supaya ja
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&

memenuhi keputusan ity dalam lempo yang ditentukan oleh Ketua yang sclama-lamanya
delapan hari -

Menimbang, bahwa dalam bukti P.I menyebutkan b

ahwa para kuasa Penggugat
sckarang Kuasa Para Terbantah dengan surat permohonan pada tanggal 13 November 1999

\';ada pokoknva mohon kepada

= Ketua  Pengadilan Negeri Cibinong  agar dapat
: ¢ -+ \m&aksanakan eksekusi atas dasar putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Juni
\ . : : /.f'llb,, § No: 27/Pd/99/PN.Chn, yang telah mempunvai kekuatan hukum teap jmee e
SR S

Pt

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimban

gan hukum  sebagaimana diuraikan
apat bahwa surat Penet
Negeri Cibinong tanggal 19 Nopember 1999 No: 39/Pdueks/ P

tersebut diatas Ma'clis Hakim berpend apan Kelua Pengadilan

N.Cbn. Jo. No. 27/Pdt.G

/1999/PN.Cbn. Jo. Berita Acara Pengosongan No. 59/Pdy Eks.Peng/ 1999/PN.Cbn. Jo.

27/Pdt. G/1999/PN Cbn. adalah sah karena dibuat melalui prosedur dan tidak menyimpang
dari ketentuan perundangan yang berlaky

Menimbang, bahwa berdasarkar fakta-fakia hukum schagaimana 1elah diuraikan
dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari

Pembantah tersebut harus dinvatakan tidak ber

alusan e R

Menimbang, bahwa olet karcna bantahan P

ara Pembaniah dinyatakan tidak
——

berlasan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Parg p

e T

cmbantah harus pula dinyatakan
sebagai Para Pembantah yang tidak be

nar :

Menimbang, bahwa oleh Karena telah dinyatakan bantahan Para Pembantah tidak—

______________ scbagai Pembantah vang tidak benar,_
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Mo, 59/PAVEks’1999/PN Chn. Jo.
/PN.Cbn. langgal

maka Penetapan
No. 27/Pdt.G/1999
19 Nopember 1999 yang ditindak lanjuti pengosongan berd
A acara eksekusi penggosongan No. 59/PdvEKs/ 1999/p
/PN.Cbn. tanggal 8 Desember 1999, tetap dipertahank

asarkan
Berit

N.Cbhn. Ju. Nao. 27/Pdt.G/ 1999
an ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah berada dj pihak yang kalah, maka

sudah selavaknva dan patut untuk membayar biaya perkara inj :

Mengingat selain pasal 195 dan 196 HIR juga ketentuan hukum lain yang berlaku

dan bersangkutan dengan pekara ini :
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MENGADILI

Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah vang tidak benar ;

yomm e —— ———

e .© = Menyatakan Penetapan Ketua' Pengadilan Negeri Cibinong vang dilakukan pada tang-
Fion Tl 0 Nepemhie e S9/PUIERs/1999/PN.Cbn Jo.No.27/PdL.G/1999/ PN.Cbn
- , : /' 4 ;; Jo. Berita Acara Lksckusi Pengosongan No. S9MPAUEKS. Peng/ 1999/PN . Chn tanggal §
7,:',‘1:';_\ _ .+ Desember 1999 adalah sah dan berharga ;-

- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 454.000,-

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

i
<54
’n!'

rod
o e
i s BRI T e

g

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, TANGGAL 5 SEPTEMBER 2000
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong vang terdiri dari
DJOKO SOISEENO, S.H sebagai Hakim Ketua, RIDWAN MANSYUR, S.H. dan
HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H. masing-masing sebagai H

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terb
TANGGAL 12

b TN

akim Angpota, dan putusan « i f‘ 3

e

g YRSl

"w

uka untuk umum pada hari : SEI ASA,

SEPTEMBER 2000 olch Hakim Ketua Majcelis tersebut dengan dthadm

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SULISTIANINGSII, $.H. Panitera

Pengganti serta dihadiri Kuasa para Pembantah dan Kuasa para Terbantah, tanpa dihadiri
para Turut Terbantah.

HAKIM ANGGOTA, IHAKIM KETUA,

t.t.d. t.t.d.

RIDWAN MANSYUR, S.H. DJOKO SOESENO, S.H.

tlt.d.

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H.
PANITERA PENGGANTI,

takad,
SULISTIANINGSIH, S.H.
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Biaya-biaya :
Adminstrasi * Rp.  30.000,-
Panggilan : Rp. 415.000,-
Redaksi : Rp. 3.000,-
Meterai * Rp.  6.000,-
Jumlah * Rp. 454.000,-

Biaya salinan

Foto copy/salinan gesuai dengan aslinya
diberikan atag Permintaan

6ecara’ lisan pada tanggal

Meterai = Rp; £,000,~
Leges = Rp. 6.000, -
J9 m')l sk = Rp.lE.OOO,-

PANITERA/SEIKRETARIS

HETE S 040026020, -

lxgxs ne. 14p /Lr9 /2000 JPN. Chn

ﬁﬂ_lﬁé.am

* KUASA PEMBANTAH,
: 28 September Zd_
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i YO

Jakizwta, 26 April 20060.-
Nomaor OB ULIAM pl/1VIZ000
Peribal : Replik Perlrea

No. 1 23/PAL B TLZ000/PN.C BN,

Nepada Yang Terhormat -
Bapalk Ketua dan Anggota Majelis Haliing
Pengadilan Negeri Cibinong |
Di
CIBINONG.-

P i

DALAM PERKARA l’l".R!).-“'T.-'\ NG, 1 23/Pd L 3T 5 12600/ 13N,
Aniara

ARCENIUS SITUMORANG sebaogi..o o PEMBANTAL
H. DJAUDIN TOTO, SH. sebagai oo PEMEB.ANTAI
H. MASTUROH Sebagith .t.......coo.... oo PEMBANTAG
I BLEX TS seflpaiiigeels, . T S0 A PEMBANT AL}
EDY SUPAKATR sélagut o0 ... 0 o PEMBANTAH

ielawan
UMAR bin SAMID SRR ke e B, L Ll e TERBANTAIL] :
SANUSI bin SAMID SERRRI e . s L TS s TERBANTAIL I
USMAN bin SAMID T I P SO, TERBANTALL 1]

M. ALI bin SAMID Rt e o TERBANTAL BV
SANIH binti SAMID sehagini. T TR T A TERBANTAIIY

Hajah HALIMAH binti H. SOIT alias BULENG, TURG bin ADUN, TUING bin H. SOIT
alias BULENG sebagai sessessecsnisnnnnsnessie s PARA TURUTT TERBANTAN . coom e

Untul: dan atas nama Para Pembantah berdasarkan Sarat Kuasa Khusus Nomor
264/11/PdU2000 berkenaan dengan jawabau Kuasa FHukum Pasa Terbuatah tertanggal 19 April
2000 dalam PERKARA PERDATA No.  23/Pa LB TH2000PN.C BN, dengan hormat
disampaikan kepada Bapak Ketua dan Angaotn Majelis Peanadditan Neperi Cibinong di
Cibinong REPLIK dari Para Pembantah terbadap jowaban [0uasn Hulkum Para “Terbantal

sehuagni beriltut s e et S G o 000 S o, Somoee il s e RV R

1. Bahwa penyerahan/nibah yaug ditent di atas kertas sepe padn tanggal 12 September 1949
anlara yang menyerahlan hibah (Pikak Pertmna) yaitu Soif Buclenp dengae vany wenerina
hibah (Pibak Kedwz) yaita Samid Bin Soit Bueleng sehagniriana yarg dinabzud dalam point
P sampai denpan paint 5 Jawabsu Wuasa Huliam Poes Terbangad adalal Gidak sah dan atan

tdak berdasar karena tiesurut Fasal 1682 Witah Undane Uledang Hakem Perdta yang
berbunyt * fada sxuoty fibah,  keewoli vang divebrthon il paval 1687 dunas, aros
ancwnan batef, dilafdion selainva densar susta ki e e eslinya disinpas oleh

___________ &-—.—-.._‘.—-._-__-—u
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3.

9.

discbutlan bahwa Hj. Aisah Bt Soit alias Buleng meninggal dunia pada hari Senin,

st

SRS D Pobraarl Y998 e e e o e e e

Bahwa walaupun sebidang tanah seluas kurang lebih 50060 w2 (lima ribu meter persegi)
yang terletak di RT. 2, RW. 7 Dusun Tiga, Desa Bojong Kulur, [{ecamatan Gunung Putri,
Kabupaten DT. I1 Bogor telah didafiarkan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Bogor dan telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan  Pajak Terhutang (SPPT) nomor.
32.04.140.010.015-0790.0/99-01 atas nama Samid bin Il Said/Buleng  seperti yang
discbutkan dalam point 3 jawaban Kuasa Iukum Para Terbantah, bahwa menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indenesia disebutlan balwa SPPT dan
STTS PBB bukan merupakar buld pemilikan hak (hal ini davet dilifiat peda lemibar bagian
bawak Surat Pemberitalan Pajak Terhutanp Pajak Bunsi dos Henomiin); - Nus e

Bahwa Nomor SPPT yang discbutien di dalam peint 3 dan point 4 jawaban Nuasa Hukum
Para Terbantah juga berbeda dimana Nomor SPPT dj dalam point 3 tersebut vaitu SPPT
Nomor : 32.04.140.010.015-0790.0/99-01 sedanglkan ¢i dalam point 4 SPPT Nomor :
32.01.140.010.015-0790.0/99-01, padahal kedua SPPT tersobut tertulis atas nama Samid bin
H. Said/Buleng, dengan demildan Jelas jawaban Kuasa [ulm Para Terbantah sangat
membingunghkan dan kabuyy—— oo e e e e e e

Bahwa berdasarkan point 6 tersebut di atas, menimbullan peitenyaan menoapa ada 2 (dua
J ty

SPPT yang dikeluarkan dengan nomor yaug berbeda tetapi atas nama Wajib Pajak yang

sama dan tahunnya sama yaitu (ahun 1999 untul obyek pajali yung sama; - e ecoommaveesnttl

Bahwa di dalam point 3 Jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah tersebut Juga terdapat
perbedaan mengenai nama penerima hibah dan atne pewaris yang bernama Almarhum
Samid Bin H. Soit alias Buleng yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor : 27/Pdt.G/1999/PN.CBN., tertanggal 24 Juli 1999 di Cibinong berbeda dengan
nama yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Pajale ‘Terhutang (SPPT) nomor.
32.04.140.010.015-0790.0/99-01. dan Surat Pemberitahuan Pajak Terkutang (SPPT) nomor.
32.01.140.010.015-0790.0/99-01. dan Juga yang disebutkan berturut-turut dalam point 1,
point 2, point 3, point 4, point §, peint 7, point 8, point 9 angka 1 (satu) dan point 10 yang
kesemuanya disebutkan nama Samid bin 1. Said/Buleng, dan nama Samid Bin H. Soit alias
Buleng yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan tersebut berbeda juga dengan nama
Samid Bin Soit Bueleng scebagai penerima hibah yang disebutlan dalam surat hibah
tersebut, schingga isi dari jawaban perkara No. 23/PdBTH/2000/PN.CBN dari ICuasa
Hukum  Para  Terbantah adalah  baral demi _huknes  dan_atau  tidofk dapat
dipertangeungimvabkan secara hukum, hal ini sesuai dencun _pasel 6 apat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata vang berbunyi : “Jiodn seorangpun  dinerbolehkan
menoubah rama-keturunanaye, otey menambahkan rama lusi padn nemanya tanpa iun
dari Presiden”:

v -

Bahwa di dalam point 8 Jawabun Keasa Hukum Para Terbantah, yang menyatakan bahwa
Para Pembantah mengakui dan membenarkan bahwa tanal yieng disengletalan oleh Para
Terbantah sebagai ahli waris sang seluas 4000 m2 (empat vibu meter persegi) yang
tercantuty dalam SPPT PBE talhun 1588, dengan nomor SSPEY - 32.03.201.005.030-0168.0 /
98-02 atas nama Samid Bin 11 Soif Baleng adalab tidak beoar, karena Para Pembantah
hanva meneantumkan Inas tanah vane fertera dalam SPPU foiaehot. hubaunvs menealkai
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ikt p—

LT AT w e eATE S S m e, r.

(empat ribu meter persegi) sedangimn tanah yang dicksehusi oleh Peagadilan Negeri
Cibinong seluas 5000 m2 (fma ribu meter persegi) dan IZeasa Hokum Yura Terbantah telah
salah Drengartibantyn e e S o i

I0. Bahwa dengan membaca isi point ¥ jawaban Iuasa Hubum Para Terbantah tersebut,
berarti Kuasa Hukum Para Terbantah mengakui ada 2 (dus) SPPT dengan nomor yang
berbeda untuk tahun yang berbeda yaitu SPPT denman Nomor 32.03.201.005.030-
0168.0/98-02 atas nama Samid Bin H. Solt Buleng dan SPPT dengan Nomor
32.01.140.010.015-0790.0/99-01 atas nama Samid bin 4. Said/Buleng dengan alamat yang
sama. Padahal berdasarlian hasil pongecekan SPPT di Bepartemen evargan Republik '
indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Vil pDJp Jawa Barat Kantor
Pelayanan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Boger  dengan Nomor 8.
STOSAWPJ.07/KB.0302/1999, tertanggal 16 Desember 1949 menyalabiza bahiwa setelah
diteliti SPPT dengan Nomor 32.03.201.005.030-0168.0/98-02 atas nama Sumid Bin H. Soit
Buleng ternyata tidak terdaftar pada master file / basis data Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Begor dan bulan merupakan predul: Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Bogor, sedanglian menuret point 3 Jawaban Kunsa Hukum Para Terbantah
tersebut menyebutkan bahwa tanah soluas 5000 m2 (lima viby meter perscgij tersebut baru
didafarkan di Kantor Pelayanan Pajak Bami dan Bangunan Bogor pada tahun 1999 dan
hal ini diperjelas di dalam point 4 jawaban Kuasa Hulum Peia Terbantah tersebut; e

L1 Bahwa di dalam point 9 jawaban Keasa Hukum Para Terbantah tersebut sana selali tidak
benar dan tidak beralasan, larena hubungan yang dimalsed di dalam butir 12 Bantahan
Para Pembantah adalah bukan mengenai hubungan kelearga mavpun ahli varie tetapi yang
dimaksud dari Bantahan tersebut adalah mengenai kepemililian tanah adag yang sah yang
telah diekselusi dan dipagar oleh Pengadilan Negeri Cibinong, hal ini telah dipertegas di
dalam butir 13 Bantahan Para Pembantah bahwa tanah milik Para Pembantah tidak pernah
dalam sengketa baik luas maupun batasnya, tidak sedang dijaminkan kepada pihal lain dan
belum pernah diperjualbelilan serta besar target PBB terdaftar dalam SPPT tiap tahun
dibayar lunas oleh Para 3 L R R

12, Bahwa di dalam point 9 angha 2 jawaban Kuasa Hubuem Para Terbantah vang menyatakan
akta jual-beli dst adalah tidak beralasan dan tidak berdasar dan hanya
menduga-duga saja tanpa bukdi yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan . |
yang berlaku di Indonesia, dimana Jawaban Kuasa Hulum Para Terbantali keliru dalam
memberikan jawaban, padahal yang sebenarnya tertulis di dalam Akt Jual-Beli tersebut
et L EU TR R e ——

min
Situmorang seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) dubun atus nama Marta Tda
Sttumorang seperti Yang tertulis dalam jawaban Kuasa Hokom Para Terbantah dan nama
Camat Kepala Wilayah IKecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor juga dengan jelas
tercantum dalam akta jual-beli tersebut vaitu bernama SUTISNA. B dan begitu juga
mengenai penempelan materai di dalam alaa Jual-beli tersebut wajil ditempellan hal ini
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 13 Tulun 1983
fentang Bea Meterai yang berbunyi ; “Dikenakan Bea Aeterai arus dokurnien vang berbentuk
L Nurat perjanjian_dan surat-surat luinnya yang dibuar denoan rujuan _waral digunakan
sehagai alar pembuktion miengenci perbuatan, ken yultaan  atan keadean  yang bersifit
perdata; akra-alkta notaris fermasuk safinannya; akra-alita veesr dibnat oleh Pejobat Pemmbuat

4) Akta Jual-Beli nomor 312 a/VIF1943 tanggal 2 Juli 1983 atas nama Ny. Martha lda

Akta Tanal termasul: rangkap-rangkepnya................ .. dar, ", den mengenai Persil Nomor
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A

b}

€)

d)

¢)

13.

14.

20.d.1 jelas-jelas tertulis di dalam Akta Jual-Deli tersebut, dan Kohir Nomor vang benar
bukan Kolir Nomor 3110 tetapi Koltir Nomior 1370 e oo

el

Bahwa Akta Jual-Beli Nomor 114/16/Gunung Putri/1947, tertenggal 18 Pebruari 1987 atas
nama Dr. Roeshadi bukan tertangeal 18 Pebruari 1978 sceperti yang tertulis di dalam point 9
angka 2 huruf b jawaban Kuasa Hukum Para Terbautah tersebut, demikian juga mengenai
alamat pihak penjual yaitu Ny. Buleng Aisyah alamat yang scebenarnya adalah di
Bojongkulur RT. 018/RW. 06 Desa Bojenghkulur, Iecamatan Gunung Putri, Kabupaten
daerah tingkat [T Bogor, hal ini sesuai dengan alamat vang tercantum dalam Akta Jual-Beli
Nomor 114/16/Gunung Putri/1987, tertanggal 18 Pebruarvi 1967 atas nama Dr. Roeshadi,
bukan alamat seperti yang discbutlan daliun point 9 a2ngha 2 hurel b jowaban I uasa
Hukum Para Terbantah tersebut serta mengenai tahun mentngpalnya Ny, Baleng Aisah
meninggal dunia berdasarkan SURAT KEMATIAN No. 474.3/01/1¢s yang dibuat atas
dasar yang sebenarnya oleh Lural/Kepala Desa Jalmmulya tertanggal 9 Pebruari 1995 di
Jakamulya disebutlkan bahwa Hj. Aisah binti Soit weninggal dunia pada hari Senin, 6

LM

Pebruari 1995 di IXp. Cikunir, el Jakamulya; — e

Bahwa Akta Jual-Beli atas nama fendi Zikri untuel sebideng tinah hak milik adat nomor
C. 1076 seluas 750 m2 (tujub ratus meter persegi) telah dijund seluas 600 m2 (enam ratus
meter persegi) kepada H. Masturoh yang mana jual-beli tanah tersebut dibuat di atas kertas
segel pada tanggal 30 Agustus 1993 di Bojongkulur, ditandatangani oleh para pihal yaitu
pihak penjual/pihak pertama bernama Efendi Zilui dan pitiak pembeli/pibalk kedua yaitu H.
Masturoh, dan diketahui olch [{epala Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri,
IKabupaten Daerah Tingkat I1 Begor yaitu Atan Hamid serta disaksilen oleh salisi-saksi
seperti vang tersebut dalam Surat Peinyataan Jual-Beli Tanal tersebut oo

Bahwa Akta Jual-Beli dengan Nomor 1250a/Gunungputri/1996 tertanggal 28 Desember
1996 atas nama Ny. Ellyfa dengan jelas di dalam Akta Jual Beli tersebut senmanya telah
ditandatangani oleh Para Pihalc baile itu pihale pertama (Penjualy maupun pihak kedua
(Pembeli) serta disalsikan oleh Asmawih dan H.M. Sunta serta ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah yaitu Dis. 11, Dase ROCIMANG - - o oo

Bahwa Akta Jual-Beli dengan Momor 510/Gunungputri/1996 tertanggal 12 Juni 1996 atas
nama Edy Supakat semuanva telah ditandatangani oleh Parn Pilak baik itu pihak pertama
(Penjual) maupun pihak kedea (Pembeli) serta disaksikan oleh Asmawih dan [.Moch.
Sunta serta ditandatangani elch Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Drs. 1. Dase
RN, -~ rem mrmmrrmes S e W S T e e

Bahwa di dalam point 10 jawaban Kuasa Hukum Para Terbantah yang menyatakan bahwa
Para Pembantah tidak menjelaskan ....ccooeeendst adalah tidak beralasan dan tidak
berdasar karena di dalam masing-masing alda jual-beli tersebut sudah disertai lampiran
asal-usul atau setidaknya sejarah dan atau riwayat tentang diperolehnya tanah-tanah yang
dimaksud beserta batas-batas tanah milik masing-masing PPara Pembantaliy--cmeemmmmeeeeeeee
Bahwa di dalam point 11 jawaban Kuasa Hukwn Pava Terbantah yang menyatalaan bahwa
Pembantah 3 (tiga) dalolu dst menolak menandatangani Berita Acara
Eksekusi  adalah  beralasan Lavena  Pembantah 3 (tiga) sebenaroya bernama  I1
MASTUROH, bertempat tinggal Jdi Kampung Bobulak Nomor 30, Rukon Tetangga 03,
Rukun Warga 05, Desa Bojeng Kulur, IKecamatan Gunung Puetri, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, bukan bernama TURO DIN ADUN, fempat tinegsl di Desa Rajong Kulur, Ru'tun
Totanaas 00 Rukun Warga ¢ Dusun 2, Wecamatan Gonony Patei, Kabupaten Bogor
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seperti - yang tertulis  di  dalum  Putusan Pengadilan  Negeri Cibinong  Nomor
27/Pdt.G/1999/PN.CBN, aupun nama yang tertulis ¢i dalam Berita Acara Elsekusi

Pengosongan No.SWPdt/EIc:.Pol:;:fl.‘)9‘)/PN.(.fhn.ju No. 27/Pd1.G/1999/PN.Chn., tertanggal
8 Desemiber 1999 voae Bl oo | e e e e

Balwa semua jawaban Kuasa Huliimn Para Terbantah datam point 12 adalah sangat Keliru
dan tidak berdasar dalam mengartiian apa vang disebuetian dalam butir 13 bantahan Para
Pembantah, karena bantalan Para Pembantali adalah sangat berdasar dimana scjak
masing-masing Para Pembaantali neciibeii tanah mitik adal tersebut smina selali tidak ada
senghketa seperti yang disebuthan dalaen butir 13 bamstahan Pora Pembantah dan Jjawaban
Kuasa Hukum Para Terbantah yaug menyatzlan keberpibinlan Wepala Desa Bojong Kulur
yaitu Saudara Asmawih adalah peaiinian yang sangat Subjolitif dan merupalian kesalahan

yang besar sebab Kepala Desa Buojong Kelur mengelunrlon Gerat Pernyatann Tanah Tidak
Sengketa kepada masing-masing Pars Pembantal adalah didaserlan pada keadaan yane

= Ly (] (=]
sebenarnya, artinya Kepala Dena Bojeng Bulur sdatab sanget Objelktif dan berdasar

mengeluarkan sural pernyatann tersebat, dan memang aps veng digegat dalam gugatan

3 or
Para Penggugat yang sekarang wenjadi Para Terlinntah tertangoal 15 Maret 1999 tidak
mempunyai hubungan  sana  celili, sehiingga  setelah Pengadilan Negori Cibinong
memutuskan dalam Putusannya yeily Nomer HPSLGASSSPN.CBN. dan Juga telah
mengesckusi  denpgan dikefuzrinnuya  Derita Acar ffhsclesi Pengosongan
Nu.S‘).’PGUICIU;.Pcng/l999!{"1"1.('i.n.ju No. 27/PALGIS8%/P1.C ba., tertangaal 8 Desember
1999 barulah Para Pembantal mengolahui bahwa Genah milik yang sah dari miosing-masing
Para Pembantah dieclsekusi oleh Peagadilan Negeri Cibinong, schingay berdasarkan hal
tersebut maka Parn Pembantah memint Surat Pernyutann Tanah Tidak Sengleta dari
Kepala Desa Bojeng Kulur dan b leemudian Para Pombantal nengajulian bantahan
Kepada Para Terbantah di Pengadilan Negeri Cibinong v iscacimimain o R

Mala berdasarkan sepala wpa vane terurai di otas, Paia Pembantalh mohon dengan
Bl B

hormat sudilah Kiranya Pengaditan MNegori Clibinong di Cibinorg, berlienan memutuskan fmmaas

BRINCAIE oo 2w - o SO i e e i o e e L
L Menerima dan miengabulkan Replil Para Pembantah untuk selurulinyi o eacm LSO
&

Menyatakan sebagai hultum bahwa Para Pembantah adalah pemilil tanah yang sah dari
tanah darat belias Hak milik adat vang terletak di Desa Bojonghkulur, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor yang scluruhnya seluas 4.378 m2 (empat ribu tiga ratus tujuh
puluh delapan meter persegi) yang wasing-masing diurailan sehagai berilial e SO g

a. ARCENIUS SITUMORANG, sebagai Pemilik ‘Tanah yang sah dari tanah darat belas
Hak milik adat yang teretakk di Desa Bojongkulur, IKecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor scluas 609 ni2 (enam ratus meter Perseqi); - ———scvmcmsememeeeseee

b. H. DJAUDIN TOTO, SH., sebagai Pemilik Tarah yang sah dari tanah darat bekas
Halk milik adat yang terletak di Desa Bojonglailar, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor seluas 528 2 (lima ratus dua pulub delapan meter persegi);----------

¢ L MASTUROH, sebagai Pewsilile Tanah yang san dari tanah darat beias ak milik
adut vang terletak di Desa Bojonglalur, Kecataton Gurtng Putr, Kabupaten Bogor
seluas 750 m2 (tujub ratus Bma pubub meter PREESROiN. b



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

IKANTOR
ADVORAT, PENGACARA, KONSULTARN HUKUM
PATENT dan MEREK DAGANG

LIUNGABIDRARMA JOEHARA, Si1, 0 hSSUGIATES

JI. Pinangsia | Mo. 16 PP Telp. 62626432, 6262410 Fax. (021) 69051‘26
Jakarta Barat (11170)

n

trn

SUBSIDATR fechsmerenm sttt i s st an sn mom b et it

d. HJ. ELLYFA, sebagai Per:ilik Tanah yang sal dari tanah darat bekas Huk milik adat
vang terletak di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor seluas
2000 2 {dua ribel mietet Perspel) ot i e et

e. EDY SUPAKAT, sebagai Pewilik Tanah yang sah dari tanah darat bekas Hak milik
adat yang terletak di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
scluas 500 m2 (lima ratus meter PerSegi) et ——

Yang mana tanah darat bekas lak milik adat milik Para Pembantah tersebut telah
dieksekusi dan disita oleh Pengadilan Negeri CibINONE; -
Memerintahkan untuk menganghkat kembali sita Jaminan teshadap tanah darat bekas Halk
milik adat milik Para Pembantah yang terletak di Desa Lojongkulur, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bug,nr Jawa Barat tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Cibinong No. : 59/Pdt/Eks/1999/PN.Cbn. jo. No. 27/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal
19 Nopember 1)99 jo. Berita acara Ilisekusi Pengosongan No.
SUPAUEkRs. Peng/1999/PN.Chu. jo. No. 27/Pdt.G/1995%/PN.Chi, tanggal § Desember 1999;-

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencabut pagar/ftembok di
sekeliling tanah milik Para Pemibantaly e oo o

Menghukum Para Terbantah dan Para Turut Terbantah secara tanggung renteng untuk
PR DAY AT TETRBT R - —e mr S0yt be i mans s i e A S re e e

Dalam Pengadilan yang baik, imohon Keadilan yang seadil-adilnyn oo
(ex Aeann et Bamg)~——tesdin o s oo L e —— -

u '\", i
[T m.u I\u'::' If;xf:x Pembantal :

i ‘.:‘,-':,7' ‘{ '
S

: -'31',/ 171 et
T _;_“

1
~

425K Y

t N
(Luu: (Efbur.'}m Jechana, SH.)

(l;‘u ¥ ' s
(!Jnrumrr_h Silalalii, SI)

t
- f

(Dlina Evelyaa Sicunorang, SH.)

(Taridu Roseisae, SH.)
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Bogor, 10 Mei 2000

—_—

Nomor $81 ,fLBH/HPP—PETA/P.JB[Dpk/V/2000
Periha | : Duplik Perkara
Nomor, 23/Pdt, Bth/2000/PN. CBN

Kepada Yang Terhormat
Bapak Ketua dan Anggota Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
di

Cibinong

Dengan hormat,

Bahwa Duplik dalam Perkara Perdata Nomor, 23/Pdt.Bth/2000/PN. CEN.

Antara
ARCENIUS SITUMORANG T e O . Pembantah |
H.DJAUDIN TOTO, SH REBECR Rt P Pembantah Il
H. MASTUROH TR STRE SN Pembantah Il
H. ELLYFA UL S NN S Pembantah IV
EDY SUPAKAT L SN L Sl S Pembantah v

Melawan
UMAR BIN SAMID M e e, S el Terbantah |
SANUSI BIN SAMID SEOsgmgElE R Sl LV Sy AN Terbantah (|
USMAN BIN SAMID Sgoagal...... MET LN T S Terbantah ||
M. ALl BIN SAMID SRRRENIN . vvisecsrinmns i O Terbantah |V
SANIH BINTI SAMID Sefiguiy, . 00 ome SEED LA Terbantah V

dan menandatangani duplik sebagai berikut -

1. Bahwa kuasa hukum para terbantah tetap pada Jawaban tanggal 19 April
2000, yaitu para terbantah adalah pemilik tanah yang sah dari tanah
darat bekas hak milik adat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Cibinong Nomor 27/Pdt.G/1999/PN. CBN Jo Penetapan Ketua Pengadilan r
Negeri Cibinong, No. 59/Pdt. Eks/1999/PN. CBN. Tanggal 19 November
1999  jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 59/Pdt.
Eks.Peng/1999/PN.CBN jo No 27 /Pdt.G/1999/PN.CBN Tanggal 8
Desember 1999.

ANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT 1l Fiw
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2. Bahwa Replik Kuasa Hukum para Pembantah hanya bersifat alternatif,

diantaranya:

a. Hibah atau hibah wasiat pada tanggal 12 September 1999 adalah
tidak sah dan tidak berdasarkan,karena menurut pasal 1682 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dst. Menurut Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 39] K/Sip/1969
tanggal 25 Oktober 1969 tentang Hibah Wasiat dianggap tidak sah
karena tertentangan dengan Perikeadilan dan Hukum Adat di Priangan
Kemudian Yurisprudensi MA. Rl No 3704 K/Pdt/199] tanggal 25 Juli
1991 tentang warisan.
Dalam kaidah hukumnya disebutkan wasiat baru berlaku setelah orang
yang menghiba wasiatkan meninggal dunia. Dipertegas dengan makna
Hibah wasiat, adalah pemberian yang dituliskan atau diucapkan
sebagai wasiat (Kamus Hukum Karangan Prof, Subekti, SH, halaman
53).

b. Bahwa hibah atau Hibah wasiat yang dibuat pada tanggal 12 September
1949 adalah sah dan berdasar, karena Sait Buleng dan Samid Bin H.
Soit Boeleng tunduk kepada Hukum Adat, sebagaimana Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.391] K/SIP/1969 Tanggal 25
Oktober 1969.

Dan Hukum Perdata seperti yang dipersoalkan Kuasa Hukum para
Pembatah hanya berlaku bagi mereka yang bukan pribumi/penduduk
asli.

c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.
27/Pdt.G/1999/PN.CBN Tanggal 24 Juli 1099 adalah Versi Kuasa
Hukum para Pembantah, sedangkan yang benar adalah Putusan
Pengadilan Negeri Cibinong No. 27 /Pdt.G/1999/PN. CBN Tanggal 8 Juli
1999. Tanggal 24 juli 1999 Seperti yang dikemukakan oleh Kuasa
Hukum para Pembantah adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri
Cibinong diberikan kepada Penggugat IV( empat) atas permintaannya.
(Baca Putusan pengadilan Negeri Cibinong halaman 12 dan 1 3).

d. Bahwa Replik Kuasa Hukum para Pembantah tentang Surat Kematian
(Butir 4 Sub a,b, ¢ dan d)  diragukan keabsahannya, karena Indeks
Surat Kematian atas nama Andi Bin H. Soit alias Boeleng dan Said bin
H. Soit alias Boeleng dan Sanji bin H. Soit alias Boeleng yang dibuat
oleh Kepala Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten
Dt |l Bogor sama dengan Indeks Surat Kematian Hj. Aisah Binti H.Soit
alias Boeleng yang dibuat oleh Lurah Jakamulya, Kecamatan Bekasi’
Selatan, Kota Bekasi.

ANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT o v Bogar i S Phovee g L T W A B SR i), Bogor
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2. Bahwa Replik Kuasa Hukum para Pembantah hanya bersifat alternatif,

diantaranya:

a. Hibah atau hibah wasjat pada tanggal 12 September 1999 adalah
tidak sah dan tidak berdasarkan,karena menurut pasal 1682 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dst. Menurut Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 397 K/Sip/1969
tanggal 25 Oktober 1969 tentang Hibah Wasjat dianggap tidak sah '
karena bertentangan dengan Perikeadilan dan Hukum Adat di Priangan
Kemudian Yurisprudensi MA. Rl No 3704 K/Pdt/199] tanggal 25 Juli
1991 tentang warisan.
Dalam kaidah hukumnya disebutkan wasiat baru berlaku setelah orang
yang menghiba wasiatkan meninggal dunia, Dipertegas dengan makna
Hibah wasiat, adalah pemberian yang dituliskan atau diucapkan
sebagai wasiat (Kamus Hukum Karangan Prof, Subekti, SH, halaman
53).

b. Bahwa hibah atau Hibah wasiat yang dibuat pada tanggal 12 September
1949 adalah sah dan berdasar, karena Sait Buleng dan Samid Bin H.
Soit Boeleng tunduk kepada Hukum Adat, sebagaimana Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.391 K/SIP/1969 Tanggal 25
Oktober 1969,

Dan Hukum Perdata seperti yang dipersoalkan Kuasa Hukum para
Pembatah hanya berlaku bagi mereka yang bukan pribumi/penduduk
asli.

c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.
27 /Pdt.G/1999/PN.CBN Tanggal 24 Juli 1999 adalah Versi Kuasa
Hukum para Pembantah, sedangkan yang benar adalah Putusan
Pengadilan Negeri Cibinong No. 27/Pdt.G/1999/PN. CBN Tanggal 8 Juli
1999. Tanggal 24 Juli 1999 Seperti yang dikemukakan oleh Kuasa
Hukum para Pembantah adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri
Cibinong diberikan kepada Penggugat IV( empat) atas permintaannya.
(Baca Putusan pengadilan Negeri Cibinong halaman 12 dan 13),

d. Bahwa Replik Kuasa Hukum para Pembantah tentang Surat Kematian
(Butir 4 Sub a,b, ¢ dan d) diragukan keabsahannya, karena Indeks
: Surat Kematian atas nama Andi Bin H. Soit alias Boeleng dan Said bin
H. Soit alias Boeleng dan Sanji bin H. Soit alias Boeleng yang dibuat
oleh Kepala Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten
Dt Il Bogor sama dengan Indeks Surat Kematian Hj. Aisah Binti H.Soit
alias Boeleng yang dibuat oleh Lurah Jakamulya, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi.

KANTOR PEIVWAKIL AN JAWA BARAT Rava Boger b 57 Pl s LI R SR B B G R e 0 tatr ], [onor
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e. Bahwa Surat Kematian, Nomor 474.3 101/KS yang dibuat atas dasar
yang sebenarnya oleh Kepala Desa/Lurah Jaka Mulya atas nama Hj.
Aisah Binti H Soit alias Boeleng, kata Kuasa hukum para Pembantah,
Berbeda dengan pengakuan Sekretaris Lurah Jakamulya, Sdr Haji
Djayadi. P pada tanggal 2 Mei 2000, bahwa Surat kematian tersebut
dibuat dan ditandatangani sendiri tanpa melalui prosedur yang
sebenarnya, vaitu surat Pengantar dari Rt dan disaksikan oleh dua .
orang atau lebih dengan demikian, maka Surat Kematian No.
474.3/01/KS tanggal 9 Februari 1995 batal demi hukum. Karena ‘
sekretaris lurah tidak berwenang mengeluarkan dan menandatangani
Surat-surat keluar. ‘
|

f. Bahwa Kuasa Hukum para Pembantah tidak dapat membedakan Desa
danKelurahan Untuk itu, pemakaian kata dan penulisan kepala
Desa/Lurah adalah keliru dan tidak tepat, karena kepala Desa
memimpin sebuah Desa sedangkan Lurah memimpin suatu kelurahan.

g. Bahwa tidak ada perbedaan dan tidak ada perubahan nama pewaris,
hanya satu nama yang benar adalah Said bin H. Soit Boeleng Nama
ini diakui dan dibenarkan oleh Kuasa Hukum para Pembantah dalam
Replik butir I.

h. Bahwa tidak benar jawaban  Kuasa Hukum para Terbantah
membingungkan dan kabur.karenajawabannya singkat, jelas dan tidak
berbelit-belit.

Tentang Surat pemberitahuan Pajak Terhutang yang menurut Kuasa
Hukum para Pembantah adalah dua, kalau dicermati dan diteliti
sesungguhnya hanya satu Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
dengan Nomor: 32.04.180.010.015-0?90.0/99—01 dan diperjelas lagi
dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Bogor, Nomor: §-21 /WPJ/O?/KB/0304!2000, tanggal 28 Januari 2000.

i. Bahwa untuk membuktikan tentang peralihan hak, maka dapat
dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan lisan maupun tertulis
dan bermeterai, sedangkan menurut Pera.turan pelaksanaan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan istilah PP 10 tahun
1961 dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 10
Tahun 1961 bahwa yang berhak satu-satunya membuat Akta transaksi
Jual Beli Tanah hanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena
ditunjuk oleh pemerintah dan mempunyai Surat Keputusan. Karena itu
tidak patut Akta Jual Belj diberi meterai sepert;i yang disebutkan Kuasa
Hukum para Pembantah dalam Replik butir 12 bagian a.

ANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT .1 iy Boaor Kin av #2a MOLERTRT R Fan oo U Bonoe
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J. Bahwa hubungan kepemilikan yang dimaksud oleh Kuasa Hukum para
Pembantah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, karena tidak
dikenal hubungan kepemilikan tanah, yang ada hanya hubungan
hukum tentang garis keturunan horisontal dan vertikal.

k. Bahwa Kuasa Hukum para Pembantah harus menjelaskan tentang asal-
usul atau setidak-tidaknya menerangkan sejarah diperolehnya tanah
yang kini disengketakan agar diketahui secara pasti pemilik asal atau
pemilik pertama.

Hal ini sengaja untuk mengaburkan permasalahan.

3. Bahwa Kuasa Hukum para Pembantah tidak cermat dan Jjeli melihat fakta
dan data yang ada, maka ity dibeberkan kelemahan dan kekurangan yang
ada pada Akta Jual belj yang dibuat oleh para Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Kecamatan Gunung Puteri diantaranya;

a. Akta jual beli, Nomor 312 a/VIl/1983 tanggal 2 Juli 1983 atas nama
Marta Ida Situmorang.
Dalam Akta ini tidak ditulis atau disebutkan nama Camat Kepala wilayah
Kecamatan Gunung Puterj seperti lazimnya Akta Jual Belj lainnya,

b. Akta Jual Beli, Nomor 114/16/Gunung Puteri/1987 tanggal 18 Februari
1978 atas nama Dr Roeshadi.
Dalam Akta tersebut tertulis alamat Penjual adalah Bojong Kulur Rt
018/Rw 06 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten
Daerah Tingkat I Bogor. Ternyata alamat penjual yang sebenarnya
adalah Kampung Cikunir Rt 03, Rw 03 Kelurahan Jakamulya, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Bekasi sesuai dengan keterangan lurah Jakamulya
Nomor, 005/29/KET, Tanggal tidak diketahui, bulan Mei Tahun Dua
ribu.

C. Akta Jual Beli atas nama Efendi Zikri tidak ada Nomor, tidak ada hari,
tanggal, bulan dan tahun.
Dalam Akta ini ditulis saksi kedua adalah Sdr Asmawi, Jabatan
Sekretaris Desa dahulu, sekarang Kepala Desa Bojong Kulur ternyata
ditandatangani oleh Sdr Kardi.

d.Akta Jual beli Nomor 1250 a/Gunung Puteri/1996, tanggal 28
Desember 1996 atas nama Ellyta Dalam Akta ini tidak ditulis Kohir dan
tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) !
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e. Akta Jual Beli, Nomor 51G/Gunung Puteri /1996 tanggal 12 Juni 1996
atas nama Edy Supakat. Dalam Akta ini tidak diisi persilnya dan tidak
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) di Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten DT. Il Bogor terbukti ada
perbedaan pada Indeks, misalnya, Akta Nomor 312 a/VIl/1983, Akta
Nomor 114/16/Gunung Putri/1987 Dan Akta Nomor 510/Gunung
Puteri/1996.

Bahwa Kuasa Hukum ‘para pembantah mengatakan H. Masturoh bukan
bernama Turo bin Adam.

\m

Hal ini tidak benar dan tidak beralasan karena ada kesamaan tempat
tinggal, yaitu Desa Bojong kulur, Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten
DT Il Bogor, Rukun Warga 05 sedangkan perbedaannya, yaitu Kampung
Bubulak dan Rukun Tetangga mungkin disebabkan adanya pemekaran
atau perluasan rukun tetangga (RT).

Dengan demikian maka nama H. Masturoh Identik dengan Turo Bin Adun.

6. Bahwa penilaian Kuasa Hukum para Pembantah terhadap Kepala Desa
Bojong Kulur adalah Objektif. Hal ini tidak didukung oleh fakta dan data
sebaliknya Kuasa Hukum para Terbantah memiliki fakta dan data sebagai
saksi bisu diantaranya;

a. Surat Pernyataan Pembantah V tidak ditandatangani, akan tetapi
dilegalisir Kepala Desa Bojong Kulur.

b. Surat Pernyataan diberi Nomor.

. Kepala Desa mengetahui secara pasti tanah tersebut masih dalam
sengketa.

d. Berita Acara Pengosongan telah ditandatangani Kepala Desa Bojonng
Kulur.

Atas dasar data ini maka kuasa hukum para terbantah menilai kepala desa

Bojong Kulur cenderung memihak kepada para Pembatah atau penilaian

kuasa hukum para terbantah terhadap Kepala Desa Bojong Kulur bersifat

subyektif,

Berdasar segala apa yang terurai diatas, maka para terbantah mohon kiranya

Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menolak Replik para Pembantah dan menerima serta mengabulkan Duplik
para Terbantah seluruhnya.

2. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa para terbantah adalah pemilik tanah
yang sah dari tanah darat bekas hak milik adat berdasarkan Putusan
Pengadilan Negri Cibinong, Nomor: 27/Pdt.G/] 999/PN. CBN Ye.
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Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, No.SQ/Pdt.Eks/1999/PN.
CBN Yo. No. 27/Pdt.G/1999/PN/CBN Tanggal 19 November 1999 Yo
Berita Acara Eksekusi Pengosongan, No.59/Pdt. Eks. Peng/1999/PN.CBN.
Jo. No. 27/Pdt.G/1 999/PN. CBN. Tanggal 8 Desember 1999,
3. Memerintahkan Pembantah || untuk membongkar dan mengangkat
bangunan yang ada diatas tanah para Terbantah sesuai Berita Acara |
Eksekusi Pengosongan Tanggal 8 Desember 1999, |
4. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara,
5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka
para Terbantah mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami,
Kuasa Terbantah | /
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